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KATA PENGANTAR 
 

 
Assalamu’  alaikum Wr.Wb  

Dengan memanjatkan puji syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karuniaNya, penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kabupaten Rembang Tahun 2020 dapat 

diselesaikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Secara substansi LkjIP Pemerintah 

Kabupaten Rembang ini merupakan 

pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. 

Disamping itu pula, penyusunan LKjIP ini dalam rangka implementasi sistem 

akuntabilitas instansi pemerintah sebagai wujud komitmen kami untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel 

dalam upaya untuk mewujudkan  pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami 

berharap LKjIP ini mampu memberikan gambaran keberhasilan 

pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Rembang Tahun 2020 dan peningkatan kepercayaan publik. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jajaran aparat 

pemerintah daerah dan dukungan instansi lain serta masyarakat yang telah 

bekerja keras dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Harapan kami agar di tahun yang akan datang hasil 

evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang 

oleh Kementerian PAN dan RB bisa mencapai target dengan predikat B. 

 



 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk mewujudkan 

Rembang yang lebih sejahtera dan bermartabat. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Rembang,       Maret 2021 

BUPATI REMBANG 
 
 
 
 

H. ABDUL HAFIDZ 
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PEMERINTAH 
KABUPATEN REMBANG

BAB 
I



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud 

pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang 

memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 merupakan capaian kinerja 

tahun keempat dari RPJMD periode 2016- 2021. Dasar hukum penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor 53 Tahun 2014  tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rembang; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 



 

 

 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2005 – 2025; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2016 – 2021; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Rembang; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021; 

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor  61  Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

Anggaran 2021. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

MAKSUD 

Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, 

transparan, dan akuntabel; 

Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target 

sasaran selama Tahun Anggaran 2020 yang dicerminkan dari hasil pencapaian 

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

TUJUAN 

Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, 

pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun 

Anggaran 2020 yang merupakan tahun keempat RPJMD periode 2016-2021; 



 

 

 

 

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang 

ditahun 2020 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di 

tahun berikutnya; 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten 

Rembang dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan akuntabel 

C. VISI, MISI DAN SASARAN DAERAH 

 

Tabel I.1 

Visi, Misi, dan Sasaran Daerah 

VISI MISI SASARAN DAERAH 

Terwujudnya Masyarakat 

Rembang Yang 

Sejahtera, Melalui 

Peningkatan 

Perekonomian Dan 

Sumber Daya Manusia, 

Yang Dilandasi 

Semangat 

Kebersamaan, 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Kewirausahaan 

Mewujudkan 

pemerintahan yang 

cepat tanggap, 

transparan partisipatif 

dan berkeadilan sesuai 

prinsip pemerintahan 

yang amanah. 

 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

didukung SDM yang 

tangguh 

 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Membangun 

kemandirian ekonomi 

dan upaya 

penanggulangan 

kemiskinan berbasis 

sumberdaya daerah, 

maupun pemberdayaan 

masyarakat, serta 

terjaminnya kelestarian 

lingkungan hidup 

Menurunnya angka 

pengangguran 

Meningkatnya 

kesejahteraan sosial 

Meningkatnya usaha 

industri rumahan 

keluarga miskin 

Meningkatnya 

keberdayaan petani dan 

nelayan 

Meningkatnya laju 

pertumbuhan sektor 

perdagangan 



 

 

 

 

Meningkatnya laju 

pertumbuhan sektor 

industri 

Menurunnya 

pencemaran lingkungan 

hidup 

Meningkatnya kualitas 

tutupan lahan 

Meningkatkan investasi 

serta mengembangan 

pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

 

Meningkatnya Investasi 

Daerah 

 

Meningkatnya kinerja 

ekonomi kreatif 

Meningkatnya kontribusi 

pariwisata terhadap 

perekonomian daerah 

Melanjutkan 

pembangunan 

infrastruktur yang merata 

dan berkualitas serta 

berdimensi kewilayahan 

Meningkatnya 

pemerataan dan kualitas 

pembangunan jalan dan 

jembatan 

 

Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas air baku 

Meningkatnya ketaatan 

pemanfaatan tata ruang 

Meningkatnya akses 

layanan dasar 



 

 

 

 

Meningkatnya 

keselamatan berlalu 

lintas 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan 

dan pendidikan yang 

terjangkau bagi semua 

lapisan masyarakat, 

termasuk pendidikan 

keagamaan 

Meningkatnya kualitas 

pendidikan 

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

Meningkatnya 

keberdayaan gender dan 

perlindungan anak 

Menciptakan stabiltas 

politik, pemerintahan, 

sosial dan 

mengembangkan 

budaya lokal serta 

meningkatkan upaya 

pengendalian penduduk 

dan tertib administrasi 

kependudukan 

Meningkatnya partisipasi 

politik masyarakat 

Meningkatnya rasa 

aman masyarakat 

Menurunnya 

pertumbuhan penduduk 

Meningkatnya tertib 

administrasi 

kependudukan 

Mewujudkan kedaulatan 

pengan dan kapasitas 

ekonomi rumah tangga 

berbasis pertanian dan 

perikanan 

Meningkatnya ketahanan 

pangan 

 

 

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Rembang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 



 

 

 

 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan 

Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai Daerah Otonom, yakni 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah 

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah 

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Rembang. 

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan urusan wajib dan pilihan, yaitu 

 

Tabel I.2 

Urusan Pemerintahan 

A 

URUSAN WAJIB 

I 

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pekerjaan Umum 

4. Penataan Ruang 

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

7. Sosial 

II 

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 

1. Ketenagakerjaan 

URUSAN WAJIB 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

3. Pangan 

4. Pertanahan 

5. Lingkungan Hidup 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 



 

 

 

 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 

9 Perhubungan 

10. Komunikasi dan Informatika 

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

12. Penanaman Modal 

13. Kepemudaan dan Olah Raga 

14. Statistik 

15. Persandian 

16. Kebudayaan 

17. Perpustakaan dan 

18. Kearsipan. 

B 

URUSAN PILIHAN 

 1. Kelautan dan Perikanan 

2. Pariwisata 

3. Pertanian 

4. Perdagangan 

5. Perindustrian 

6. Transmigrasi 

 

3. Kelembagaan Perangkat Daerah 

 

Bersandar pada prinsip – prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, 

wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan  yang mendukung tugas – tugas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas – tugas pembantuan lainnya maka 

sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 5 Tahun 2016 dan juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Organisasi  dan  Tata Kerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  

Daerah Kabupaten Rembang. 

 

 



 

 

 

 

Adapun perangkat daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari : 

1. Sekretariat Daerah   

2. Sekretariat DPRD 

3. Dinas Daerah. 

Dinas Daerah di Kabupaten Rembang  terdiri-dari :  

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

3. Dinas Kesehatan 

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

7. Satuan Polisi Pamong Praja 

8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja 

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah  

10. Dinas Komunikasi dan Informatika 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

12. Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

13. Dinas Perhubungan 

14. Dinas Lingkungan Hidup 

15. Dinas Pertanian dan Pangan 

16. Dinas Kelautan dan Perikanan 

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

4. Lembaga Teknis Daerah 

Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari : 

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

2.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

3.  Inspektorat  

1. Badan Kepegawaian Daerah   

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetrasno 

5. Kecamatan 

6. Kelurahan  



 

 

 

 

 

E. Aparatur Pemerintah Daerah 

 

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari 

dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang 

memiliki 6.165 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi 

kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2020 adalah 

sebagai berikut : 

 

  Grafik I.1 

Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

 

 

Grafik I.2 

Jumlah  PNS Per Golongan 

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 
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Adapun untuk pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut : 

Grafik I.3 

Pejabat Struktural 

Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

  
                                                    

 

 

F. PERMASALAHAN/ISU  PEMBANGUNAN DAERAH 

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas 

pembangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

1. URUSAN PENDIDIKAN 

- Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan 

pendidikan; 

-  Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan 

 berkebutuhan khusus; 

-  Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan 

penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme. 

 

2. URUSAN KESEHATAN 

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk; 

- Masih ditemukannya kasus penyakit menular; 

-  Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup 

bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan; 

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Sumber : BKD 2020 (data diolah) 



 

 

 

 

-  Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit; 

-  Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan; 

-  Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput 

bola”. 

 

3.  URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

- Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban 

muatankendaraan (tonase) terutama jalur wilayah penambangan di 

kecamatan Sale,Sedan dan Gunem. Kerusakan jalan terutama terjadi 

pada jalur jalan kewenangan propinsi Lasem – Jatirogo terutama di 

sekitar kecamatan Sedan danSale serta jalur jalan kewenangan 

kabupaten di Kecamatan Sale, Sedan danGunem. 

-  Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa hutan 

maka banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa / kecamatan 

yang berada di lahan hutan sehingga pembangunannya harus melalui 

prosedur kerjasama. 

-  Banyak jalan kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan 

kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan 

yang berlaku. 

-  Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut 

memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang 

telah dibangun. 

-  Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-

PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat 

laboratorium, dan perangkat survey perencanaan. 

-  Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi 

rusak; 

-  Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air 

baku; 



 

 

 

 

-  Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga 

hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir 

sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan; 

-  Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah 

tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang. 

-  Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum; 

-  Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam 

pengembangan SPAM di wilayahnya; 

-  Sulitnya merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait 

pelayanan sanitasi; 

-  Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi 

standar kelayakan; 

-  Keterbatasan laahn yang tersedia untuk pembangunan Sistem 

Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/ kelurahan 

maupun terpusat di kecamatan/ kabupaten. 

-  Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses pelayanan 

air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

 

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

- Masih ada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang 

terutama diwilayah pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial 

ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya 

ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan pantai yang sulit untuk 

dikembangkan sistem drainase yang memadai; 

-  Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah / 

 kekurangan rumah (backlog); 

-  Masih banyak rumah yang tidak layak huni; 

-  Penataan dan pengembangan kawasan permukiman tradisional 

 belum dilakukan secara optimal salah satunya di kawasan Kota 

 Lasem; 



 

 

 

 

-  Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di 

perumahan. 

 

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

- Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama  terkait

 pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; 

-  Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupadan 

dasar penanganan bencana di Kabupaten; 

-  Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam 

penanggulangan bencana. 

 

6. URUSAN SOSIAL 

- Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan 

 penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor; 

-  Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu 

(BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar 

penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya; 

-  Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha 

kesejahteraan sosial; 

 

B.  URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 

1. URUSAN TENAGA KERJA 

- Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi 

yang rendah termasuk pekerja rumahan; 

-  Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

dan kompetensi yang dimiliki; 

-  Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja. 

 

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 



 

 

 

 

Permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya 

kesetaraan gender di berbagai bidang. 

 

3. URUSAN PANGAN 

Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman 

(B2SA). 

 

4. URUSAN PERTANAHAN 

- Belum optimalnya pengelolaaan pertanahan; 

-  Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung 

program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat. 

Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana 

prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api. 

-  Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan 

 Berkelanjutan (LP2B). 

 

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

- Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan 

cakupan pelayanan; 

-  Kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya 

sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.II-157 

- Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas 

industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik. 

-  Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas 

sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan 

air. 

-  Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang 

tersedia. 

-  Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik. 

 

6. URUSAN ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 



 

 

 

 

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat Akan tertib administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya 

kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian; 

-  Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai 

rujukan dalam berbagai sektor pembangunan. 

 

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

- Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, 

pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses 

terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat 

produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber 

daya keuangan; 

-  Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga 

ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi 

dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya; 

-  Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, 

dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih 

perlu ditingkatkan 

 

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan 

masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 

 

9. URUSAN PERHUBUNGAN 

- Belum optimalnya fungsi terminal; 

-  Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas 

jalan nasional masih perlu diminimalisir; 

-  Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk 

meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi; 



 

 

 

 

-  Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis 

yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi salah satunya 

adalah Pelabuhan Rembang serta belum terpenuhinya kelengkapan 

jalan di jalan kewenangan pusat dan propinsi;  

-  Belum terkoneksi dan terintegrasinya moda angkutan penumpang 

terutama dalam menyambut reaktifasi kereta api yang diperkirakan 

sebagian besar akan memanfaatkan lahan baru.. 

 

10.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

- Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-

Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola 

dengan baik serta akuntabel; 

-  Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet. 

 

11.URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

- Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal; 

- Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM. 

12.URUSAN PENANAMAN MODAL 

- Belum optimalnya realisasi penanaman modal; 

-  Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Rembang. 

 

13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

- Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan 

internasional; 

-  Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan 

prasarana olahraga sesuai standar; 

-  Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet 

serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder. 

14.URUSAN STATISTIK 

Validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang 

tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum 



 

 

 

 

optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat 

dengan mudah. 

15.URUSAN PERSANDIAN  

Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan 

kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal 

dan menjaga keamanan sistem. 

 

16.URUSAN KEBUDAYAAN 

- Lunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di 

kalangan muda 

-  terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan 

kebudayaan 

- kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum 

optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan 

nilai budaya lokal. 

 

17.URUSAN PERPUSTAKAAN 

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya 

pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca 

masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakan, dan tenaga kepustakaan. 

 

 

18.URUSAN KEARSIPAN 

Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya 

peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah, dan sarana 

prasarana yang belum memadai. 

 

C.  URUSAN PILIHAN  

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; 



 

 

 

 

-  Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui 

pengolahan hasil perikanan; 

-  Belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya 

regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah.  

 

2. URUSAN PARIWISATA 

- Belum optimalnya pengembangan DTW; 

-  Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem 

Ekonomi Kreatif. 

 

3. URUSAN PERTANIAN 

- Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan 

ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang; 

- Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor 

pertanian; 

-  Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian 

 

4. URUSAN PERDAGANGAN 

Rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat 

perdagangan; 

 

5. URUSAN PERINDUSTRIAN 

- Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang 

memenuhi standarisasi; 

-  Belum optimalnya inovasi teknologi industri; 

 

6. URUSAN TRANSMIGRASI 

- Terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding 

dengan animo calon transmigran. 

 

 

 



 

 

 

 

 

D. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN 

1. URUSAN PERENCANAAN  

- Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan 

dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang; 

-  Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum 

sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja; 

-  Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan 

pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan 

daerah. 

 

2. URUSAN KEUANGAN 

Belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset 

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah 

 

3. URUSAN KEPEGAWAIAN 

- Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan 

kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi 

dan karir ASN; 

-  Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat. 

4. URUSAN PENGAWASAN 

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu 

dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN. 

E. FUNGSI LAIN 

- Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal; 

-  Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP; 

-  Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Rembang Tahun 2020 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu : 



 

 

 

 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Visi Misi dan Sasaran Daerah, Gambaran Umum 

Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, 

Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu Pembangunan Daerah  yang 

dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang serta Sistematika Penyusunan. 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang 

mendasarkan pada dokumen perencanaan. 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 

2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan 

antara target dan realisasi kinerja tahun 2020. Analisis capaian kinerja tahun 

2019 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator 

realisasi kinerja tahun 2020 dengan analisis keberhasilan/kegagalan, 

hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang 

diambil serta penyajian realisasi anggaran. 

BAB IV. PENUTUP 

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten 

Rembang dalam kurun waktu tahun 2020 dan upaya yang akan dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa 

mendatang. 



BAB 
II

PEMERINTAH 
KABUPATEN REMBANG



 

 

 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2016-2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. 

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus 

dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan 

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya 

pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten 

Rembang untuk mencapainya dalam Tahun 2020. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun dan berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

telah ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana lampiran  

Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut: 

 

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

 

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PK 

1 
Mewujudkan Good 
Governance 

1. Indeks Reformasi Birokrasi 60-70 

    



 

 

 

 

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PK 

2 Meningkatkan 
Kesejahteraan 
masyarakat 

2. Pesentase Angka Kemiskinan 12,18-13,18 

  3. Pertumbuhan Ekonomi 5,5-6,0 

3 
Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup  

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 58,9 

4 
Meningkatkan 
perekonomian Daerah 

5. Persentase pertumbuhan nilai 
investasi 

5-7 

6. Persentase pertumbuhan nilai 
realiasasi hasil obyek wisata 

5-10 

5 
Meningkatkan kualitas 
dan pemerataan 
infrastruktur daerah   

7. Indeks Infrastruktur 69,26 

6 
Meningkatkan kualitas 
SDM  

8. IPM ( Indeks Pembangunan 
Manusia) 

70,96 

7 

Meningkatkan 
kondusivitas dan stabilitas 
politik dan ketentraman 
serta ketertiban 
masyarakat untuk 
menjamin keamanan 
masyarakat 

9. Persentase penanganan 
gangguan stabilitas dan ketertiban 
sosial 

50-60 

8 

Meningkatnya upaya 
pengendalian penduduk 
dan tertib administrasi 
kependudukan 

10. Persentase pertumbuhan 
penduduk 

0,79 

9 
Mewujudkan kedaulatan 
pangan  

11. Skor PPH 86-87 

 

 

Sasaran seperti diuraikan dalam tabel tersebut diatas dijelaskan sesuai misi 

dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten 

Rembang tahun 2016-2021. Proses pencapaian sasaran pada tahun 2020 

didukung oleh program-program sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Program Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 

1 
Mewujudkan Good 
Governance 

Program Peningkatan Kualitas pelayaan Publik, 
Kinerja Aparatur dan penataan Kelembagaan 

555.183.784,00 

    
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2.043.992.325,00 

    
Program Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

1.280.372.850,00 

    
Program Perencanaan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

228.592.700,00 

    
Program Perencanaan Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

300.046.910,00 

    Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 308.685.000,00 

    
Program Penelitian dan Pengembangan Serta 
Penerapan IPTEK 

247.148.600,00 

    Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan 541.930.231,00 

    
Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

1.974.569.035,00 

    Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.911.077.320,00 

    Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.611.312.648,00 

    
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

6.950.456.708,00 

    
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

119.050.000,00 

    
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya  
Aparatur 

2.381.182.410,00 

    
Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi 
Kepegawaian 

801.171.600,00 

    
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, 
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan 
Ketentraman Masyarakat  

8.190.260.791,00 

    Program Pelayanan dan Penataan Aparatur 928.135.708,00 

    
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, 
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 

52.726.220.260,00 

    Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 486.669.696,00 

    
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 
pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 

95.908.104.136,00 

    Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.351.844.500,00 

    Program Pengembangan E-Government 1.082.910.000,00 

    
Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan 
Komunikasi Publik 

277.800.061,00 

    Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 200.680.000,00 

    Program Pelayanan Perpustakaan 204.810.000,00 

    Program Legislasi Daerah 4.820.209.000,00 

Tabel II.2 

Program dan Anggaran Tahun 2020 

 



 

 

 

 

No Sasaran 
Strategis 

Program Anggaran (Rp) 

 
  

Program Peningkatan Pengawasan dan 
Penganggaran Pembangunan Daerah 

6.489.523.000,00 

    
Program Pengelolaan dan Pengembangan 
Persandian Daerah 

52.180.000,00 

    Program Pengelolaan Kearsipan 69.213.700,00 

    
Program Peningkatan Kebijakan Bidang 
Pemerintahan  

1.806.806.121,00 

    
Program Penyusunan Produk Hukum dan 
Penyebaran Informasi Hukum 

945.209.561,00 

    
Program Penanganan Permasalahan Hukum 
Pemerintah Daerah  

402.009.045,00 

    
Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan 
Kehumasan 

1.755.358.074,00 

    
Program Perumusan Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi Daerah 

1.602.860.198,00 

    
Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi 
Layanan Pengadaan 

941.697.628,00 

    
Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan 
Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan 

12.624.309.129,00 

2 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat  

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

66.800.000,00 

    
Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan 
Perdesaan 

647.616.808,00 

    
Program Penyelenggaraan Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa 

1.388.606.732,00 

    
Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat 

774.343.600,00 

    
Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan 
Kepahlawanan 

945.153.535,00 

    Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial 577.148.580,00 

    Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 101.451.000,00 

    
Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan 
Pertanian 

351.360.000,00 

    Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 77.080.000,00 

    Program Pengembangan  Perikanan Tangkap  9.575.869.716,00 

    
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

547.398.821,00 

    
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Pertanian 

2.662.533.500,00 

    Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 563.350.718,00 

    Program Pengembangan Agribisnis Pertanian 480.811.000,00 

    Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 298.460.000,00 

    
Program Pengembangan  Perikanan Budidaya dan 
Garam 

889.368.000,00 

    
Program Pengembangan dan Pemberdayaan 
Koperasi 

233.083.000,00 

    
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Distribusi Perdagangan  

1.456.616.130,00 



 

 

 

 

No Sasaran 
 Strategis 

Program Anggaran (Rp) 

    
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha 
Perdagangan 

2.668.991.685,00 

    Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri 338.042.500,00 

3 
Meningkatkan 
kualitas Lingkungan 
Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

426.720.470,00 

    
Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas 

2.733.129.236,00 

    
Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

194.518.950,00 

4 
Meningkatkan 
perekonomian daerah 

Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi 194.538.197,00 

    Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan 462.464.499,00 

    Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM 464.820.720,00 

    Program Pengembangan Industri Kreatif 171.872.000,00 

    Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 549.300.000,00 

    Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.675.099.000,00 

    Program Pengembangan Nilai Budaya 1.156.007.000,00 

5 

Meningkatkan 
kualitas dan 
pemerataan 
infrastruktur daerah 

Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan 
jembatan 

48.287.298.505,00 

    

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta 
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air 
Lainnya 

7.931.251.700,00 

    
Program perencanaan, Pemanfaatan dan 
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 

424.076.350,00 

    Program Pengembangan Kawasan Pemukiman 237.889.000,00 

    
Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan 
Gedung 

3.813.670.347,00 

    Program Pengelolaan RTH  dan Areal Pemakaman  56.994.708,00 

    Program Fasilitasi Pertanahan 136.022.000,00 

    
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

7.597.254.290,00 

    
Program Pengembangan dan Keselamatan 
Perhubungan 

606.900.000,00 

    Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 358.806.708,00 

6 
Meningkatkan 
kualitas SDM 

Program Pemerataan Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal 

4.508.780.711,00 

    
Program Pemerataan Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar 

63.744.981.600,00 

    
Program Pemerataan Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama 

27.634.310.414,00 

    
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan  

24.270.285.000,00 



 

 

 

 

No Sasaran 
Strategis 

Program Anggaran (Rp) 

    
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda 
dan Olahraga 

2.213.888.278,00 

    Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1.247.556.550,00 

    
Program promosi kesehatan dan  pemberdayaan 
masyarakat 

294.000.000,00 

    
Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 
kesehatan olahraga 

216.600.000,00 

    
Program Peningkatan  Kualitas Pelayanan  
Kesehatan dan  Jaminan Kesehatan Nasional  

82.018.377.600,00 

    
Program Peningkatan Sarana  Prasarana, Peyediaan 
Obat, Perbekalan Kesehatan  serta Pengawasan 
Obat dan Makanan 

15.344.650.000,00 

    
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang 
Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan 

827.250.000,00 

    
Program pencegahan penyakit menular dan tidak 
menular 

7.941.101.400,00 

    
Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 
Rumah Sakit 

11.737.212.000,00 

    
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 
perempuan dan anak 

488.237.000,00 

7 

Meningkatkan 
kondusivitas dan 
stabilitas politik dan 
ketenteraman serta 
ketertiban 
masyarakat untuk 
menjamin keamanan 
masyarakat 

Program Pendidikan Politik Masyarakat dan 
Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

530.602.415,00 

    
Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan 
Pemeliharaan Kamtramtibmas 

1.241.902.197,00 

    
Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran 
dan Perlindungan Masyarakat  

958.459.703,00 

    
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Bencana 

821.446.708,00 

    
Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan 
logistik penanggulangan bencana 

698.649.000,00 

    
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Penanganan bencana 

809.319.850,00 

8 

Meningkatkan upaya 
pengendalian 
penduduk dan tertib 
administrasi 
kependudukan 

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

7.046.619.208,00 

    Program Keluarga Sejahtera 209.900.000,00 

    Program Pelayanan Pencatatan Sipil 717.807.150,00 

    
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

396.712.275,00 

9 
Mewujudkan 
kedaulatan pangan  

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 316.963.500,00 

 
  

Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing 
Perikanan   

141.900.000,00 



BAB 
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KABUPATEN REMBANG



 
 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk 

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020  

berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, 

yang mencakup penetapan kinerja tahun 2020, pengukuran pencapaian sasaran 

yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 

Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 – 2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 . 

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 53 Tahun 2014  tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Maka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat 

pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian 

kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Rembang.  Pengukuran yang dimaksud  tersebut merupakan suatu 



 
 

 

hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator 

kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tahun 2020.  

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui 

proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :  

1. Pengumpulan data  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang 

merupakan indikator outcame dari sasaran yang telah ditetapkan dalam 

dokumen RPJMD Kabupaten Rembang  dan Perjanjian Kinerja Pemerintah 

Kabupaten  Rembang Tahun 2019. Indikator tersebut diperoleh melalui dua 

sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari 

masing – masing SKPD di Kabupaten Rembang dan data eksternal yang 

berasal dari luar instansi / lintas sektoral.  

2. Analisa data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi 

Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam 

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya 

dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian 

sasaran. Adapun untuk  penghitungan capaian kinerja  digunakan rumus 

sebagai berikut ;  

1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat 

capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut 

;  

 

 

 

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian   

 rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut  : 

 

 

 

 

Persentase  Realisasi Kinerja Indikator 
Pencapaian        X100% 
Rencana Tingkat =  

Capaian   Rencana Kinerja Indikator 

Persentase Rencana– ( Realisasi – Rencana ) 
Pencapaian =                      X   100% 
Rencana Tingkat  Rencana  

Capaian 



 
 

 

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan 

kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai 

tersebut yaitu: 

Tabel III.1 : 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

Nomor 

 

Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1. 91%≤100% Sangat Tinggi 

2. 76%≤90% Tinggi 

3. 66%≤75% Sedang 

4. 51% ≤ 65% Rendah 

5. ≤ 50% Sangat Rendah 

 

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 tergambar dalam 

tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah 

Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel III.2 

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

NO. Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target PK Realisasi Capaian 

1 Mewujudkan 
Good Governance 

1. Indeks Reformasi 
Birokrasi 

70,00 N/A N/A 

2 Meningkatkan 
Kesejahteraan 
masyarakat 

2. Pesentase Angka 
Kemiskinan 

12,18-13,18 15,60% 76,97% 

  3. Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,5-6,0 -1,49 -29,80 

3 Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan hidup  

4. Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

58,9 68,10 115,6 

4 Meningkatkan 
perekonomian 
Daerah 

5. Persentase 
pertumbuhan nilai 
investasi 

5-7 14,94 249,07 

6. Persentase 
pertumbuhan nilai 
realiasasi hasil obyek 
wisata 

5-10 -53,39 0 



 
 

 

NO. Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target PK Realisasi Capaian 

5 Meningkatkan 
kualitas dan 
pemerataan 
infrastruktur 
daerah   

7. Indeks Infrastruktur 69,26 69,87 100,88 

6 Meningkatkan 
kualitas SDM  

8. IPM ( Indeks 
Pembangunan 
Manusia) 

70,96 70,02 98,67 

7 Meningkatkan 
kondusivitas dan 
stabilitas politik 
dan ketentraman 
serta ketertiban 
masyarakat untuk 
menjamin 
keamanan 
masyarakat 

9. Persentase 
penanganan gangguan 
stabilitas dan ketertiban 
sosial 

50-60 75 125 

8 Meningkatnya 
upaya 
pengendalian 
penduduk dan 
tertib administrasi 
kependudukan 

10. Persentase 
pertumbuhan penduduk 

0,79 0,55 130,38 

9 Mewujudkan 
kedaulatan 
pangan  

11. Skor PPH 86-87 87 101 

 
 
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 
 

 Sasaran Strategis 1 

Mewujudkan Good Governance 

 

 

Sasaran strategis Mewujudnya 

Good Governance merupakan salah 

satu upaya mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

2016-2021 yaitu “Mewujudkan 

pemerintahan yang cepat tanggap, 

transparan, partisipatif dan 

berkeadilan sesuai prinsip 

Penyerahan Laporan Keuangan Opini WTP  
Kabupaten Rembang 



 
 

 

pemerintahan yang amanah”. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis 

tersebut digunakan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” dan dengan 

indicator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang 

tangguh” dan “Meningkatnya Kualitas pelayanan publik”. 

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Mewujudkan Good 

Governance” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.3 

Capaian Kinerja Mewujudkan Good Governance 

Tahun 2020 

Indikator Sasaran Target Realisasi % Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

% Capai 
- an 
2018 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7 
8=3/7*10

0% 

Indeks 

Reformasi 

Birokramasi 

70,00 N/A N/A N/A N/A 80,00 N/A 

Rata-rata Capaian 
 

N/A N/A N/A   

Predikat 
N/A N/A N/A   

 

Komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rembang meliputi 

Nilai SAKIP, Nilai PMPRB, dan Nilai IKM. Sampai dengan bulan Maret 2020 nilai 

Indeks Reformasi Birokrasi masih belum tersedia. Adapun hal-hal pendukung 

tercapaianya target Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh 

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja didukung SDM yang 

Tangguh” merupakan salah satu upaya mencapai Sasaran strategis “Indeks 

Reformasi Birokrasi” dengan indicator sasaran “Nilai SAKIP” dan “Nilai 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)”. Adapun 



 
 

 

capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja didukung SDM 

yang tangguh” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.4 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja 

didukung SDM yang tangguh  

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 
Predikat 

Target Realisasi 

1. Nilai SAKIP NA NA NA 

 
2. 

Nilai Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) 

60 66,01 110,02 

 Rata – rata Capaian 70,35%  

 

a. Nilai SAKIP 

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda 

penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah 

saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada 

peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang 

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan 

kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur 

dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan 

SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya 

menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja 

pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 



 
 

 

Adapun grafik ketercapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten 

Rembang bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada 

grafik sebagai berikut : 

Grafik III.1 

Target dan Realisasi Nilai SAKIP 

Tahun 2017 – 2021 

 

 

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Target Nilai SAKIP pada 

tahun 2020 adalah belum tersedia, sedangkan pada tahun 2019 realisasi Nilai 

SAKIP adalah sebesar 64 sedangkan pada tahun 2018 Nilai SAKIP adalah 

sebesar 58,70, hal ini menunjukkan bahwa semakin kedepan realisasi capaian 

kinerja Nilai SAKIP semakin meningkat meskipun capaian pada tahun 2019 

belum 100%.  

b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau disingkat 

dengan PMPRB tertuang dalam Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang mana di 

dalamnya menyebutkan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, telah menetapkan Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai 

instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). 

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar 

penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan 
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objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan 

mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi 

pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap 

sistemon-linedan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya dilakukan evaluasi 

eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang 

dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan system self 

assessment. 

Adapun grafik ketercapaian Nilai PMPRB Pemerintah Kabupaten 

Rembang bila dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada 

grafik sebagai berikut : 

Grafik III.2 

Target dan Realisasi Nilai PMPRB  

Tahun 2019 - 2021 

 

 

Realisasi pada indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi sebagaimana grafik diatas menurun dari tahun 2019. Apabila 

dibandingkan dengan target dalam RPJMD maka capaian kinerja tercapai 

diatas 100%. Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB), target 60, realisasi 66,01, sehingga capaian kinerja 

sebesar 110%. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut 

merupakan hasil dari aplikasi PMPRB terhadap 11 Perangkat Daerah dan 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Perangkat Daerah 

yang dimaksud yaitu, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

BPPKAD, Bappeda, BKD, RSUD dr. Soetrasno, Dinas Perhubungan, Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman 
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Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Rembang. Namun hasil tersebut belum diverifikasi oleh Kemenpan RB dan 

beberapa komponen hasil belum masuk dalam penilaian tersebut.  

Hambatan/masalah: 

- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih 

terkendala kelengkapan dokumen. 

Strategi/upaya pemecahan masalah: 

- Mendorong Perangkat Daerah terkait untuk mencukupi kelengkapan 

dokumen yang menjadi salah satu indikator Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik 

Sasaran “Meningkatnya Kualitas pelayanan publik” merupakan salah 

satu upaya mencapai Sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi” 

dengan indicator sasaran “Indeks Kepuasan masyarakat”. Adapun capaian 

kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas pelayanan publik” pada tahun 

2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.5 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik  

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2019 
Capaian 

2019 
Predikat 

Target Realisasi 

1. 
Indeks kepuasan masyarakat 80 80,10 100,12% 

Sangat 

Tinggi 

 Rata – rata Capaian 100,12%  

 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat, bahwa skor 80,10 menunjukkan bahwa Mutu atas 

Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan nilai B yang menandakan 



 
 

 

bahwa Pelayanan Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang memiliki Kinerja 

Baik. Adapun grafik ketercapaian Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 

pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik bila 

dibandingkan dengan Target pada RPJMD dapat dilihat pada grafik sebagai   

berikut : 

Grafik III.3 

Target Nilai IKM   

Tahun 2020 

 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Target Nilai IKM (Indkes Kepuasan 

Masyarakat) pada tahun 2020 adalah sebesar 80,00 dengan realisasi sebesar 

81,10, sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 100,12%. Pada 

tahun 2018 realisasi Nilai IKM (Indkes Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 

77,81 sedangkan pada tahun 2019 Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan 

Masyarakat) adalah sebesar 78,04. Hal ini menjelaskan bahwa semakin kedepan 

realisasi capaian kinerja rata - rata Nilai IKM ((Indkes Kepuasan Masyarakat) pada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik semakin meningkat.  

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis Mewujudkan Good 

Gavernance pada Tahun 2020, terdapat Program-program pendukung 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel III.6 

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis 

Mewujudkan Good Gavernance 

 

No Program Pendukung Anggaran Realisasi % 
Opd 

Pengampu 

1 Program Peningkatan Kualitas 
pelayaan Publik, Kinerja 
Aparatur dan penataan 
Kelembagaan 

605.183.784 595.941.920 98,47 Seluruh OPD 

2 Program Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

2.055.301.690 1.869.096.286 90,94 Seluruh OPD 

3 Program Perencanaan dan 
Pengendalian Pembangunan 
Daerah 

1.542.372.850 1.531.784.650 99,31 Bappeda 

4 Program Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

320.046.910 317.033.660 99,06 Bappeda 

5 Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

323.685.000 323.685.000 100,00 Bappeda 

6 Program Penelitian dan 
Pengembangan Serta 
Penerapan IPTEK 

397.148.600 396.648.600 99,87 Bappeda 

7 Program Pengelolaan Akuntansi 
dan Pelaporan 

541.930.231 531.977.302 98,16 BPPKAD 

8 Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

2.315.000.000 2.274.405.891 98,25 BPPKAD 

9 Program Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

3.161.077.320 3.072.497.112 97,20 BPPKAD 

10 Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

3.836.312.648 3.265.279.755 85,12 BPPKAD 

11 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

7.093.874.000 6.853.125.100 96,61 Inspektorat 

12 Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparat 
Pengawasan 

161.750.000 131.357.226 81,21 Inspektorat 

13 Program Peningkatan Kapasitas 
Sumberdaya  Aparatur 

2.331.182.410 1.795.451.218 77,02 BKD 

14 Program Pembinaan 
Kesejahteraan dan Informasi 
Kepegawaian 

801.171.600 750.328.926 93,65 BKD 

15 Program Peningkatan Kinerja 
Pemerintahan, Pembangunan, 
Pembinaan Kemasyarakatan 
dan Ketentraman Masyarakat 

8.427.426.065 7.902.155.214 93,77 Kecamatan 

16 Program Pelayanan dan 
Penataan Aparatur 

928.135.708 845.332.032 91,08 BKD 

17 Program Manajemen 
Administrasi Pelayanan Umum, 
Kepegawaian dan Keuangan 

61.089.804.888 56.220.098.040 92,03 Seluruh OPD 



 
 

 

No Program Pendukung Anggaran Realisasi % 
Opd 

Pengampu 

Perangkat Daerah 

18 Program Peningkatan 
Keterbukaan Informasi Publik 

369.482.050 310.189.350 83,95 Seluruh OPD 

19 Program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan pada 
BLUD RSUD dr. R. Soetrasno 
Rembang 

124.838.796.734 136.067.091.079 108,99 RSUD dr. 
Soetrasno 

20 Program Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

1.351.844.500 1.341.444.600 99,23 Dindukcapil 

21 Program Pengembangan E-
Government 

1.540.290.000 1.379.374.960 89,55 Dinkominfo 

22 Program Pengembangan 
Informasi dan Pengelolaan 
Komunikasi Publik 

331.356.311 289.466.400 87,36 Dinkominfo 

23 Program Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

147.123.750 113.614.740 77,22 Dinkominfo 

24 Program Pelayanan 
Perpustakaan 

263.310.000 263.310.000 100,00 Dinas Arpus 

25 Program Legislasi Daerah 9.043.223.000 7.310.942.785 80,84 Sekretariat 
Daerah 

26 Program Peningkatan 
Pengawasan dan 
Penganggaran Pembangunan 
Daerah 

8.352.471.000 7.283.088.896 87,20 Sekretariat 
Daerah 

27 Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Persandian 
Daerah 

84.800.000 82.568.792 97,37 Dinkominfo 

28 Program Pengelolaan Kearsipan 69.213.700 69.213.700 100,00 Dinas Arpus 

29 Program Peningkatan Kebijakan 
Bidang Pemerintahan 

1.806.806.121 1.777.838.578 98,40 Sekretariat 
Daerah 

30 Program Penyusunan Produk 
Hukum dan Penyebaran 
Informasi Hukum 

945.209.561 922.717.954 97,62 Sekretariat 
Daerah 

31 Program Penanganan 
Permasalahan Hukum 
Pemerintah Daerah 

807.009.045 782.861.116 97,01 Sekretariat 
Daerah 

32 Program Peningkatan 
Pelayanan Informasi dan 
Kehumasan 

2.425.358.074 2.387.052.566 98,42 Sekretariat 
Daerah 

33 Program Perumusan Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi 
Daerah 

2.177.860.198 2.158.333.435 99,10 Sekretariat 
Daerah 

34 Program Pengendalian 
Pembangunan dan Fasilitasi 
Layanan Pengadaan 

941.697.628 919.214.200 97,61 Sekretariat 
Daerah 

35 Program Peningkatan 
Pelayanan Kebijakan Kehidupan 
Mental Spritual/Kemasyarakatan 

21.208.884.129 20.543.092.612 96,86 Sekretariat 
Daerah 

36 Program Perencanaan 
Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

303.757.700 303.266.055 99,84 Bappeda 

 JUMLAH 272.939.897.205 272.980.879.750   

 



 
 

 

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat 

dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang 

mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 272.939.897.205,- 

dibandingkan dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang 

mencapai Rp. 272.980.879.750,- sehingga terdapat efisiensi anggaran yang 

mencapai Rp. 40.982.545,- 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Mewujudkan Good Governance”, 

terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. 

Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat 

tercapainya sasaran ini. 

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 
1. Tersedianya anggaran yang mencukupi; 

2. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan; 

 
NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

1. belum optimalnya dalam 

perencanaan kegiatan, sehingga ada 

beberapa kegiatan yang indikatornya 

tidak bisa dicapai sesuai target yang 

telah ditetapkan 

Mengoptimalkan capaian kinerja serta 

perencanaan pembangunan dan 

penganggaran dengan senantiasa 

mendasarkan pada Rencana Renstra 

yang telah disusun dan disepakati 

bersama. 

2. Belum optimalnya koordinasi dan 

hubungan kerja dengan berbagai 

pihak, baik dengan masyarakat, 

DPRD, TAPD, serta antara OPD 

provinsi dan kabupaten/kota guna 

membangun sinergitas perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan dari 

semua urusan pemerintahan 

Penguatan komitmen pemerintah 

pusat dalam mendukung perubahan di 

daerah 

3. Kegiatan Penilaian Mandiri Mendorong Perangkat Daerah terkait 

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Faktor Pendorong 



 
 

 

NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

masih terkendala kelengkapan 

dokumen 

untuk mencukupi kelengkapan 

dokumen yang menjadi salah satu 

indikator Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

 

 

 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

 

Sasaran Strategis 2 ini merupakan 

salah satu upaya mencapai Misi 

Kedua sebagaimana tertuang dalam 

RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Membangun Kemandirian Ekonomi 

dan Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan Berbasis Sumberdaya 

Daerah, maupun Pemberdayaan 

Masyarakat, serta Terjaminnya 

Kelestarian Lingkungan Hidup”. Untuk mengukur Kinerja Sasaran Strategis 

tersebut digunakan dua indikator yaitu Persentase Angka Kemiskinan dan 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Persentase Angka Kemiskinan diperoleh dengan menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu 

persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. 

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap 

individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. 

Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan 

Penyerahan bantuan benih dan bibit 



 
 

 

memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial 

dan budaya. 

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai  berikut : 

Tabel III.7 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 

Target 

Akhir 

2021 

Capaian 

Akhir 

2021 

1. Presentase Angka 

Kemiskinan 

12,18-

13,18% 

15,60% 76,97% 91,90% 97,06% 11,07-

12,07% 

65,17% 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,5-6,0% -1,49% -25,91% 90,75% 104,43% 6,0-6,5% -23,84% 

 Rata - rata   25,53% 91,33% 100,75%  20,67% 

 Predikat   Sangat 

Rendah 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 Sangat 

Rendah 

 

1. Indikator Presentase Angka Kemiskinan 

 

Penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang 

pada Maret 2020 berjumlah 100,08 ribu orang atau 15,60 persen dari total 

penduduk, naik sekitar 4,82 ribu orang bila dibandingkan dengan penduduk miskin 

pada Maret 2019 yang jumlahnya 95,26 ribu orang (14,95 persen). 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (15,60 persen) pada Maret 2020 

berada di peringkat 7 (tujuh) tertinggi dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, 

setelah tahun sebelumnya menempati peringkat ke 6 (enam). Persentase tertinggi 

terdapat di Kabupaten Kebumen (17,59 persen), sedangkan yang terendah adalah 

Kota Semarang (4,34 persen). Pada Maret 2020 persentase penduduk miskin di 



 
 

 

seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Pada tingkat provinsi, persentase penduduk miskin Jawa Tengah naik dari 10,80 

persen menjadi 11,41 persen, sedangkan pada tingkat nasional naik dari 9,41 

persen menjadi 9,78 persen. Di wilayah eks-Karesidenan Pati, persentase 

penduduk miskin Kabupaten Rembang merupakan yang tertinggi, sedangkan yang 

terendah adalah Kabupaten Jepara (7,17 persen). 

Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang kondisi Maret 2020 sebesar Rp. 403.932,- 

per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan Maret 2019 (Rp. 384.561,- per 

kapita per bulan). 

Adapun Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk 

Miskin Rentang Tahun 2014 - 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.8 

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang 

Tahun 2014 - 2020 

 
Tahun 
Year 

Garis Kemiskinan 
(rupiah/kapita/bulan) Poverty 

Line (rupiah/capita/month) 

Jumlah 
Penduduk Miskin 

(ribu) 
Number of Poor 

People 
(thousand) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 
Percentage of 
Poor People 

(1) (2) (3) (4) 

2014 299 503 120 19,5 

2015 314 596 119,11 19,28 

2016 338 986 115,49 18,54 

2017 354 440 115,19 18,35 

2018 365 443 97,44 15,41 

2019 384 561 95,26 14,95 

2020 403.932 100,08 15,60 

 



 
 

 

Untuk mencapai Sasaran Strategis ”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” 

dengan Indikator Kinerja “Presentase Angka Kemiskinan”, maka didukung dengan 

beberapa Pencapaian Sasaran Daerah sebagai berikut : 

A. Menurunnya Angka Pengangguran 

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah “Menurunnya Angka Pengangguran” 

ditunjukkan dengan capaian Indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka”. Hasil 

pengukuran Kinerja Sasaran Daerah “Menurunnya Angka Pengangguran” dengan 

Indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.9 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Menurunnya Angka Pengangguran 

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

2,7-2,6% 4,83% 68,94% 92,25% 142,8% 

 Predikat   Sedang Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya 

penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Dihitung dari 

perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan 

biasanya dinyatakan dalam persen 

Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dari formulasi jumlah 

penduduk usia kerja yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 

100%. TPT Tahun 2020 realisasinya sebesar 4.83%. Dari target 2,7-2,6 sehingga 

capiannya hanya 68,94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 ada penurunan 

sebesar 23,31% dan mengalami penurunan73,86% jika di bandingkan dengan 

capaian tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya lapangan pekerjaan di 

Kabupaten Rembang belum bisa menyerap seluruh tenaga kerja dari Penduduk 



 
 

 

Kabupaten Rembang, sehingga DPMPTSPNAKER harus fokus untuk 

meningkatkan keterampilan dari penganggur sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 

yang ada. Berdasarkan data capaian tenaga kerja, sampai tahun 2015 hanya 29% 

pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sehingga masih 71% tenaga kerja 

terdaftar yang belum ditempatkan. 

Sehubungan dengan itu maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada 

upaya perluasan lapangan kerja peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui 

peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) 

yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, 

penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengendalian penggunaan TKA 

(Tenaga Kerja Asing) dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. 

Adapun grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 - 2020 Kabupaten 

Rembang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 

Grafik III.4 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang 

Tahun 2016 – 2020
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Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Menurunnya Angka 

Pengangguran”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.10 

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Menurunnya 

Angka Pengangguran 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program Perlindungan 

dan Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

DPMPTSPNAKER 102.800.000,00 102.750.000,00 99,95 

 

B. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial 

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” 

ditunjukkan dengan capaian Indikator “Persentase penanganan PMKS”. Hasil 

pengukuran Kinerja Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dengan 

Indikator “Persentase penanganan PMKS” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.11 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial 

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase 

penanganan PMKS 

27% 13,63% 50,48% 89,2% 91,5% 

 Predikat   Rendah Tinggi Sangat 

Tinggi 

 

Adapun Realisasi Persentase Penanganan PMKS Tahun 2016 - 2020 Kabupaten 

Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 



 
 

 

Tabel III.12 

Realisasi Persentase Penanganan PMKS 

Tahun 2016 - 2020 

No Tahun Realisasi 

1. 2016 NA 

2. 2017 NA 

3. 2018 20% 

4. 2019 22,30% 

5. 2020 13,63% 

 

Realisasi Indikator Persentase Penanganan PMKS tahun 2020 sebesar 13,63% 

dengan capaian sebesar 50,48% dari target 27%. Hal ini mengalami penurunan 

daripada realisasi tahun 2019 dan 2018 

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial”, 

terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. 

Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat 

tercapainya sasaran ini. 

Adapun Faktor Penghambat yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja 

Sasaran dan Strategi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut : 

 

a) Berkurangnya anggaran penanganan PMKS dikarenakan adanya Pendemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang sangat berpengaruh terhadap 

upaya penanganan PMKS. 

b) Penanganan PMKS dilakukan dengan berintegrasi dengan instansi terkait 

antara lain Dindikpora, DPKP, Basnas, DPMPTSPNAKER,Satpol PP, Urusan 

Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Faktor Penghambat 



 
 

 

c) Belum optimalnya pelayanan penanganan PMKS luar panti sesuai kewenangan 

kabupaten karena belum adanya rumah singgah sebagai penampung 

sementara PMKS 

d) Masih adanya ego sektoral dan ketidak sinkronan pelaksanaan penanganan 

masalah kesejahteraan sosial dengan instansi terkait 

e) Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data DTKS oleh 

seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan lintas 

sector dan PMKS lainnya 

f) Pemerintah desa belum memahami tentang pentingnya data PMKS 

g) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam rangka 

penanganan PMKS 

h) Kurangnya sarana prasarana dalam pendataan data PMKS dan FM 

i) Belum optimalnya PSKS dalam menjalankan UKS 

j) Rendahnya rasio antara kebutuhan wilayah dengan personil PSKS yang ada 

 

a) Mengusulkan adanya rumah singgah guna menampung sementara para 

penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

b) Perlu adanya satu dasar hukum yang jelas mengatur pembagian tugas dan 

fungsi instansi terkait agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak saling 

melempar tanggung jawab; 

c) Validasi data PMKS secara berkala dengan menggunakan aplikasi yang ada; 

d) Perlunya pemanfaatan aplikasi online terkait data PMKS yang terkoordinasi 

dengan instansi terkait sehinggan penganan PMKS dapat berjalan optimal; 

e) Sosialisasi dan pemahaman semua pemangku kebijakan pentingnya data 

PMKS dan Data FM; 

f) Peningkatan kualitas SDM dengan penguatan dan peningkatan kapasitas; 

g) Pemenuhan sarana prasaran pendukung pengelolaan data PMKS; 

h) Sosialisasi terkait pentingnya data PMKS dan PSKS dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; 

i) Perlu upgrade informasi baik lewat seminar, bintek ataupun sosialisasi terkait 

tugas dan fungsi PSKS. 

Strategi Pemecahan Masalah 



 
 

 

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Kesejahteraan 

Sosial”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel III.13 

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatnya 

Kesejahteraan Sosial 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program Rehabilitasi 

dan Jaminan Sosial 

DINSOSPPKB 802.148.580,00 791.693.559,00 98,70 

 

C. Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin 

Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri 

Rumahan Keluarga Miskin” ditunjukkan dengan capaian Indikator “Persentase 

Keluarga Miskin Yang Mempunyai Usaha”. Hasil pengukuran Kinerja Sasaran 

Daerah “Meningkatnya Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin” dengan Indikator 

“Persentase Keluarga Miskin Yang Mempunyai Usaha” dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel III.14 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatnya Usaha Industri Rumahan 

Keluarga Miskin Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase Keluarga 

Miskin yang 

Mempunyai Usaha 

65% 60% 92,31% 95,00% 91,67% 

 Predikat   Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 



 
 

 

Adapun Realisasi Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha Tahun 2016 

- 2020 Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.15 

Realisasi Persentase Keluarga Miskin yang Mempunyai Usaha 

Tahun 2016 - 2020 

No Tahun Realisasi 

1. 2016 NA 

2. 2017 NA 

3. 2018 55% 

4. 2019 NA 

5. 2020 60% 

 

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri 

Rumahan Keluarga Miskin”, terdapat beberapa faktor yang mendorong 

terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat 

beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. 

Adapun Faktor Penghambat yang dihadapi dalam rangka Pencapaian Kinerja 

Sasaran dan Strategi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut : 

 

1) Berkurangnya anggaran pelatihan dikarenakan adanya Pendemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid 19) 

2) Adanya pendemi sehingga volume pendampingan secara kunjungan berkurang 

3) Pemasaran menurun dikarenakan adanya Pendemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid 19) 

4) Replikasi pengembangan Industri Rumahan (IR) Perempuan menjadi 18 desa 

(ada 2 desa binaan yang terdiri dari 2018 Industri Rumahan (IR). Mulai tahun 

Faktor Penghambat 



 
 

 

2018 ada tambahan 14 desa replikasi dengan total IR 1.172) namun dukungan 

anggaran sangat kecil. 

5) Beberapa pelaku usaha IR sudah tua tidak bisa mengikuti perkembangan 

usaha 

6) Pendampingan di desa replikasi kurang optimal 

7) Keterbatasan SDM pendamping IR 

 

1) Melakukan pelatihan dengan system Online/Virtual 

2) mengintergrasikan dengan kegiatan JPE Prop 

3) Melakukan inovasi baru melakukan pemasaran dengan system online 

4) Membangkitkan pelaku usaha IR yang mandiri 

5) Bekerja sama dengan OPD terkait dan PKK 

6) Optimaslisasi pendamping SDM yang ada 

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatnya Usaha Industri 

Rumahan Keluarga Miskin”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.16 

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatnya 

Usaha Industri Rumahan Keluarga Miskin 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Perempuan 

DINSOSPPKB 101.451.000,00  97.526.000,00  96,13  

2. Program 
Peningkatan 
SDM dan 
Penyuluhan 
Pertanian 

DINTANPAN 551.360.000,00  549.170.425,00  99,60  

3. Program 
Pengembangan 
Perikanan 
Tangkap 

DINLUTKAN 10.249.115.666,00  10.214.027.647,00  99,66  

Strategi Pemecahan Masalah 



 
 

 

4. Program 
Perluasan 
Kesempatan 
Kerja dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

DPMPTSPNAKER 787.398.821,00  700.135.168,00  88,92  

5. Program 
Pengembangan 
dan 
Pemberdayaan 
UMKM 

DININDAGKOP 564.820.720,00  490.320.900,00  86,81  

 

 

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

 

Pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara 

signifikan bahkan ada indikasi semakin melebarnya ketimpangan distribusi 

pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang 

diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok 

tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus 

dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan. 

Beberapa alasan, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu 

berdampak pada pada penurunan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan 

kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan 

ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada 

pengembangan sektor-sektor tertentu sehingga mempersempit peluang 

berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya 

jenis lapangan kerja yang tersedia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah 

proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. 

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih 

juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika 

struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah 



 
 

 

(low skill labor). Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh 

kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi 

masalah kemiskinan. 

Pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia dampak besar bagi perekonomian. 

Hal ini juga meminpa di daerah seluruh Indonesia. Ada tiga dampak besar yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dampak pertama adalah membuat 

konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen 

terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan 

adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan 

berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh daerah 

mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. 

Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2020 mengalami penurunan ekonomi sampai minus. Data tersebut tersaji pada 

tabel berikut: 



 
 

 

 

 

Banyaknya pelaku usaha yang menutup usahanya secara sementara bahkan 

permanen akibat kebijakan physical distancing untuk memutus rantai penularan 

corona virus. Kondisi tersesebut berdampak pula pada kehidupan pekerja di 

Kabupaten Rembang. 



 
 

 

 

Hasil survey terhadap 1.666 responden di Kabupaten Rembang menunjukkan 

bahwa pada bulan Juni terdapat 3,1% persen responden survei yang baru saja 

mengalami PHK. Dari mereke yang terkena PHK tersebut, jumlahnya berimbang 

antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2021).  

Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan 

yang paling terdampak dari wabahnya pandemik COVID-19. Terdapat 42,8 persen 

responden dalam kelompok berpendapatan rendah (≤ 1,8 juta) yang mengaku 

mengalami penurunan pendapatan. 

 



 
 

 

Wabah COVID-19 telah memukul industri pariwisata dalam negeri, Adanya 

pembatasan dan larangan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan 

mancanegara untuk berkunjung ke tempat wisata di Indionesia. Pekerjaan pada 4 

jenis lapangan usaha paling berdampak meliputi lapangan usaha transportasi, 

industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor, serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. 

Secara umum, data pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang 

tahun 2020 tersaji pada gambar berikut ; 

 

 

Untuk mencapai Sasaran Strategis ”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” 

dengan Indikator Kinerja “Indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE)”, maka didukung 

dengan beberapa Pencapaian Sasaran Daerah sebagai berikut : 

 



 
 

 

A. Meningkatkan Keberdayaan Petani dan Nelayan  

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah “Meningkatkan Keberdayaan Petani dan 

Nelayan” ditunjukkan dengan capaian indikator “Persentase Kontribusi PDRB 

Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan”. 

Sasaran meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan merupakan salah satu 

sasaran dari arah kebijakan pengembangan agribisnis dan peningkatan 

produktivitas pertanian, peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian, 

meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta perluasan 

kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya kinerja 

sektor pertanian, perikanan dan tenaga kerja, maka pendapatan dan kesejahteraan 

petani dan buruh turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran meningkatkan keberdayaan petani dan 

nelayan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel III.17 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Keberdayaan Petani dan 

Nelayan Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase Kontribusi 

PDRB sektor 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

24-25% 25% 102,04% NA NA 

 Predikat   Sangat 

Tinggi 

  

 

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 25,1% dengan capaian 

sebesar 104,58% dari target 24-25%, sedangkan realisai tahun 2019 sebesar 



 
 

 

25,02%. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. 

Realisasi Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut : 

Tabel III.18 

Realisasi Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan Tahun 2018 - 2020 

No Tahun Realisasi 

1. 2016 27,80% 

2. 2017 27,50% 

3. 2018 26,44% 

4. 2019 24,21% 

5. 2020 25,00% 

 

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Keberdayaan Petani 

dan Nelayan”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang 

ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka Pencapaian 

Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut : 

 

 
1. Tumbuhnya kelas kelompok tani dengan mulai meningkatkan kemampuan 

kelompok tani melalui strategi pemberdayaan petani; 

2. Produksi tembakau yang berkualitas terus ditingkatkan dengan mendorong 

petani untuk menerapkan sistem budidaya yang baik dan penanganan panen, 

pasca panen serta pembangunan/rehabilitasi insfrastuktur perkebunan 

tembakau yang diperbaiki secara berkelanjutan;   

Faktor Pendorong 



 
 

 

3. Memperluas tanam tanaman pertanian untuk kecukupan pangan dengan 

menambah jumlah infrastruktur pertanian terkait sumber-sumber air; 

4. Pengembangan potensi ternak melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan 

peternak dalam pengembangan usaha ternak; 

5. Peningkatan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan pengetahuan 

tenaga kerja, perbaikan armada, penggunana alat tangkap yang ramah 

lingkungan dan fasilitasi material pendukung pengolahan serta akses 

pemasarannya; 

6. Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memperbanyak luas lahan 

dan menggunakan benih unggul.  

 

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Keberdayaan 

Petani dan Nelayan”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.19  

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan 

Keberdayaan Petani dan Nelayan 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program 
Pengembangan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pertanian 

DINTANPAN 12.130.485.300,00  11.412.395.950,00  94,08  

2. Program 
Pengembangan 
Agribisnis Pertanian 

DINTANPAN 500.855.000,00  493.770.881,00  98,59  

3. Program 
Pengembangan  
Perikanan Budidaya 
dan Garam 

DINLUTKAN 966.349.250,00  936.490.830,00  96,91  

  

B. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan   

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor 

Perdagangan” ditunjukkan dengan capaian indikator “Persentase Pertumbuhan 

PDRB Sektor Perdagangan”. 



 
 

 

Sasaran meningkatnya kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan merupakan 

salah satu sasaran dari arah kebijakan peningkatan fasilitas perdagangan dengan 

pengembangan pasar tradisional; peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran. 

Dengan meningkatnya kinerja sektor perdagangan maka pendapatan dan 

kesejahteraan pedagang turut meningkat serta berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sasaran daerah ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat daerah utama dalam 

mengkoordinasikan Pencapaian untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor 

perdagangan melalui capaian Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan.  

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran meningkatkan laju pertumbuhan sektor 

perdagangan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel III.20 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor 

Perdagangan Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase 

Pertumbuhan PDRB 

Sektor Perdagangan 

6,63 -4,61% -69,53% NA NA 

 Predikat   Sangat 

Rendah 

  

 

Realisasi indikator kinerja Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 

pada tahun 2020 sebesar 6,63% dengan capaian sebesar -69,53% dari target 

6,63%. Sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 5 

tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut : 

 

 

 



 
 

 

Tabel III.21 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2016 - 2020 

No Tahun Realisasi 

1. 2016 5,37% 

2. 2017 6,33% 

3. 2018 7,76% 

4. 2019 8,34% 

5. 2020 -4,61% 

 

Pada tahun 2020, realisasi kinerjanya sebesar -4,61%, turun jauh dari target yaitu 

sebesar 6,63. Capaian ini sangat jauh menurun dari capaian tahun sebelumnya. 

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Sektor Perdagangan”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya 

target yang ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka 

Pencapaian Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut : 

 

1. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PRDB melalui 

pengembangan saran dan prasarana distribusi perdagangan, pengembangan 

usaha perdagangan; 

2. Persentase pertumbuhan ekspor yang meningkat seiring dengan perbaikan 

kinerja eksportir; 

3. Bertambahnya perusahaan yang mulai melakukan ekspor. 

 

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Sektor Perdagangan”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 Faktor Pendorong 



 
 

 

Tabel III.22  

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju 

Pertumbuhan Sektor Perdagangan 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program 
Pengembangan 
Sarana dan 
Prasarana Distribusi 
Perdagangan 

DININDAGKOP 1.705.291.130,00  1.679.375.340,00  98,48  

2. Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Usaha Perdagangan 

DININDAGKOP 3.313.991.685,00  3.211.352.062,00  96,90  

 

C. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Industri   

Pengukuran kinerja untuk sasaran daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor 

Industri” ditunjukkan dengan capaian indikator “Persentase Pertumbuhan PDRB 

Sektor Industri Pengolahan”. 

Sasaran meningkatnya kinerja laju pertumbuhan sektor industri merupakan salah 

satu sasaran dari arah kebijakan pengembangan industri skala kecil dan 

menengah, peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran. Dengan meningkatnya 

kinerja sektor industri maka pendapatan dan kesejahteraan pelaku industri turut 

meningkat serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sasaran daerah ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah sebagai perangkat daerah utama dalam 

mengkoordinasikan Pencapaian untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor 

industri melalui capaian persentase kontribusi PDRB sektor industry pengolahan.  

Adapun hasil pengukuran Capaian Sasaran “Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Sektor Industri” dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

 



 
 

 

Tabel III.23 

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor 

Industri Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 
Target Realisasi 

1. Persentase 

Pertumbuhan PDRB 

Sektor Industri 

Pengolahan 

6,45% -1,45% -122,48% NA NA 

 Predikat   Sangat 

Rendah 

  

 

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 

Pengolahan pada tahun 2020 sebesar -1,45% dengan capaian sebesar -122,48% 

dari target 6,45%. Sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut : 

Tabel III.24 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2016 - 2020 

No Tahun Realisasi 

1. 2016 7,63% 

2. 2017 7,69% 

3. 2018 8,14% 

4. 2019 8,96% 

5. 2020 -1,45% 

 

Pada tahun 2020, realisasi kinerjanya sebesar -1,45%, turun jauh dari target yaitu 

sebesar 6,45. Capaian ini sangat jauh menurun dari capaian tahun sebelumnya. 



 
 

 

Dalam rangka Pencapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Sektor Industri”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target 

yang ditetapkan. Adapun Faktor Pendorong yang dihadapi dalam rangka 

Pencapaian Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan kemampuan (daya) atau usaha SDM industri pengolahan guna 

meningkatkan nilai suatu barang; 

2. Pengelolaan SDA (air, sumber energi dan bahan mentah) sebagai pendukung 

industri yang dikelola dengan baik; 

3. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam berbagai hal (seperti : 

intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rasionalisasi; 

4. Melakukan pemasaran yang baik dan berkelanjutan sehingga makin tinggi dan 

besar jumlah penduduk, berarti makin besar potensi pemasarannya; 

5. Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan industry, melalui 

ketentuan perpajakan dan tarif, mendorong ekspor hasil produksi lokal 

(daerah), penentuan lokasi atau daerah industry, dan pengembangan kondisi 

dan iklim yang menguntungkan usaha; 

6. Perluasan kesempatan kerja melalui channeling dan job fair secara kosep 

virtual; 

7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pengingkatan keahlian tenaga 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Untuk mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah “Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Sektor Industri”, terdapat Program-program pendukung sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 Faktor Pendorong 



 
 

 

Tabel III.25  

Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Daerah Meningkatkan Laju 

Pertumbuhan Sektor Industri 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
(%) 

CAPAIAN 

1. Program 
Pemberdayaan dan 
Pengembangan 
Industri 

DININDAGKOP 338.042.500,00 314.858.500,00 93,14 

 

 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

 

Sasaran strategis 3 ini 

merupakan salah satu upaya 

mencapai misi kedua sebagaimana 

tertuang dalam RPJMD 2016-2021 

yaitu ”Membangun kemandirian 

ekonomi dan upaya 

penanggulangan kemiskinan 

berbasis sumberdaya daerah, 

maupun pemberdayaan 

masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup” dan juga untuk 

mencapai tujuan ”Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup”. Sasaran 

meningkatnya kinerja meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan salah 

satu sasaran dengan strategi “meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup 

melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan 

Sasaran meningkatnya kinerja meningkatkan kelestarian lingkungan hidup 

merupakan salah satu sasaran dengan strategi “meningkatkan kelestarian SDA dan 

lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan 

kualitas lingkungan secara berkala” melalui kebijakan peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam konservasi SDA dan LH; serta pemantauan kualitas lingkungan 

hidup dan pengendalian degradasi SDA. Dengan meningkatkan kelestarian 

Hutan Mangrove Rembang 



 
 

 

lingkungan hidup maka masyarakat akan terpenuhi hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, sehingga masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. 

Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat 

daerah utama dalam mengkoordinasikan pencapaian untuk meningkatkan 

kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengukur sasaran keenam tersebut 

menggunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja sebesar 

115,6 % dengan kategori predikat sangat tinggi.  

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan kelestarian lingkungan 

hidup dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel III.26 
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 

2020 

 

No 
Indikator Tujuan/ 

Sasaran 

Tahun 2020 
% 

Capaian 
2020 

Predikat 
Target Realisasi 

1. 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

58,90 68,10 115,6 % 
Sangat 
Tinggi 

- 
Indeks Pencemaran 

Lingkungan 
43,26 

 
55,12 127,4 % 

 

- 
Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 
74,63 59,29 79,45%  

 Rata-rata capaian   107,4 Sangat Tinggi 

 

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rembang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pencapaian indikator sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam 

penetapan Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Rembang tahun 2020  berdasarkan hasil pengukurannya dapat di 

ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : 

 



 
 

 

Tabel III.27 
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020 

 
Indikator 
Sasaran 

2020 CAPAIAN (%) RPJMD 

Target Realisasi 2020 2019 2018 Target 
Akhir 
2021 

Capaian 
s/d 2020 % 

1 2 3 4 = 

(3
2⁄ )𝑥 100 % 

5 6 7 8= 

(3
7⁄ )𝑥 100 % 

Indeks 
Kualitas Air 
(IKA) 

56,03 50 89,23 85,98 40 59,92 83,44 

Indeks 
Kualitas 
Udara (IKU) 

88,18 89,68 101,7 169,18 93,75 90,05 99,58 

Luas 
Tutupan 
Lahan (Ha) 

36.728,337 41.459 112,88 95,77 49,39 36.800 112,66 

 

Analisa atas Efektifitas dan Efisiensi  Penggunaan Sumber Daya   

Dari data tabel diatas untuk memudahkan interpertasi efektifitas atas 

pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :     

 90  -  100  = Amat Baik 

 80  -  89    = Baik 

 50  -  79    = Cukup Baik 

 <       49    = Kurang 

Sedangkan untuk memudahkan interpertasi efisiensi atas pencapaian 

kinerja sasaran  dipergunakan interval nilai sebagai berikut : 

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien. 

2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.  

3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien 

Dari data tabel diatas pada Tahun 2020 capaian sasaran Indeks Kualitas 

Air (IKA) target 56,63 realisasi sebesar 50 dengan capaian sasaran 89,23 %( 

Kategori Baik ) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) target 88,18 realisasi 89,68 dengan 

capaian sasaran 101,7 % (dengan Kategori amat baik). 

Untuk sasaran meningkatnya kualitas air dan udara target anggaran Tahun 

2020 Rp. 3.450.597.346,- terelalisasi anggaran Rp. 3.169.107.050,,-. Berdasarkan 

perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk 

mencapai sasaran meningkatnya kualitas air dan udara pada tahun 2020 sebesar 

8,16 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien. 



 
 

 

Untuk capaian sasaran Luas Tutupan Lahan pada tahun 2020 dengan 

target 36.728,337 Ha dan terealisasi 41.459,000 Ha sehingga capaian sasaran 

sebesar 112,88 % termasuk dalam kategori sangat baik. 

Sehingga untuk sasaran Luas tutupan lahan target anggaran Rp. 

414.518.070,- terealisasi anggaran Rp. 383.317.520,- Berdasarkan perhitungan 

diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran 

luas tutupan lahan pada tahun 2020 sebesar 7,53 % sehingga dapat di kategorikan 

termasuk dalam kategori sangat efisien. 

 

No Faktor Penghambat Strategi Pemecahan masalah 

1. Adanya Pandemi COVID 19 sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan 

Program/kegiatan  terutama 

kegiatan  fisik (refocusing 

anggaran) 

 

Menjalankan kegiatan sesuai schedule 

dan memaksimalkan anggaran yang 

telah ditetapkan sehingga target tercapai 

maksimal; 

 

2. Kesadaran pelaku usaha masih 

rendah dalam pengelolaan 

lingkungan sehingga limbah cair 

yang masuk ke sungai belum 

semuanya memenuhi baku mutu 

Meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi dengan instansi terkait 

dalam pengelolaan sampah, 

pengendalian pencemaran maupun 

perluasan tutupan lahan melalui 

sosialisasi Perda No. 1 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Sampah; 

 

3. Munculnya lahan kritis bekas 

tambang yang mempengaruhi 

kualitas tutupan lahan  

Optimalisasi program reboisasi dan 

menggalakkan penanaman pohon 

kepada masyarakat 

4. Belum optimalnya penambahan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH)  

Optimalisasi program/kegiatan RTH 

dengan pemanfaatan tanah (Pemda dan 

Desa) untuk mendukung kualitas udara 

yang bersih 

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 



 
 

 

 

a. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 

menjalankan program/kegiatan untuk mencapai sasaran; 

b. Melibatkan secara langsung dengan komponen masyarakat yang menjadi 

sasaran kegiatan; 

c. Melakukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah daerah dengan 

instansi pemerintah luar daerah; 

d. Melibatkan komponen organisasi masyarakat yang ada. 

Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas 

Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III.28 

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

No. Program 

Jumlah 

Anggaran 

Perubahan TA. 

2020 (Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Capaian 

Keuangan 

(%) 

Efisensi 

(%) 

1 Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup 
 

 

502.005.470 
 

    463.719.920 92,37 7,63 

2 Program Pengelolaan 
Sampah, Limbah Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun, dan 
Peningkatan Kapasitas 
 

 

3.103.590.996 2.859.616.000 92,14 7,86 

3 Program Penataan dan 
Penaatan Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
 

259.518.950 229.088.650 88,27 11,73 

 

 

 

 

Faktor Pendorong 



 
 

 

 

Sasaran Strategis: 4 

Meningkatkan perekonomian daerah 

 
Sasaran Strategis 4 ini merupakan salah 

satu upaya mencapai Misi Ketiga 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

2016-2021 yaitu “Meningkatkan 

Investasi serta Mengembangkan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”. 

Untuk mengukur Kinerja Sasaran 

Strategis tersebut digunakan dua 

indikator yaitu Persentase Pertumbuhan 

Nilai Investasi dan Meningkatnya 

Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah . 

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatkan Perekonomian Daerah” 

pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai  berikut : 

Tabel III.29 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perekonomian Daerah 

Tahun 2020 

Indikator Kinerja 

Tahun 2020 Capaian  Tahun (%) 
Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 2020 2019 2018 Target 
% 

Capaian 
th. 2020 

Persentase 
Pertumbuhan Nilai 
Investasi (%) 

5-7 14,94 249,07 83,01 - 7-10 149,44 

Persentase 

Pertumbuhan Nilai 

Realisasi Hasil Obyek 

Wisata 

5%-10% -53,39 0 - - 
10%-

15% 
0 

Rata - rata     -  74,72 

Predikat       Sangat 

Rendah 

 

industri pengolahan ikan 



 
 

 

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi 
 

Meningkatkan Perekonomian Daerah, Indikator kinerja: Persentase Pertumbuhan 

Nilai Investasi (%).  

Tabel III.30 

Capaian Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%) 

Indikator Kinerja 

Tahun 2020 Capaian  Tahun (%) 
Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 2020 2019 2018 Target 

% 

Capaian 

th. 2020 

Persentase 

Pertumbuhan Nilai 

Investasi (%) 

5-7 14,94 249,07 83,01 - 7-10 149,44 

 

Ada dua sasaran untuk mewujudkan tujuan ke-4, yaitu Sasaran Meningkatnya 

Investasi Daerah (Sasaran ke-11) dan Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi 

Kreatif (Sasaran ke-12). 

Tujuan ke-4 Sasaran ke-11: Meningkatnya Investasi Daerah, Indikator kinerja: 

Realisasi investasi baru PMA dan PMDN (Trilyun Rupiah) 

Kinerja sasaran meningkatnya investasi daerah ditunjukkan dengan indikator 

realisasi investasi baru PMA dan PMDN. Meskipun menggunakan kata ‘baru”, 

indikator ini merupakan akumulasi investasi dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator 

ini menargetkan peningkatan investasi baru sebesar satu trilyun rupiah pada tahun 

2020, dari delapan trilyun rupiah di tahun 2019 menjadi sembilan trilyun rupiah di 

tahun 2020. Tabel … berikut menunjukkan capaian kinerja sasaran meningkatnya 

investasi daerah. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel III.31 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah 

Tahun 2018-2020 

 

Indikator Kinerja 

Tahun 2020 

(Trilyun Rupiah) 
Capaian  Tahun (%) 

Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 2020 2019 2018 Target 

% 

Capaian 

th. 2020 

Realisasi investasi 

baru PMA dan 

PMDN (Rp. T) 

9 9,23 102,56 100,38 170,58 10 92,31 

Sumber data: Data yang diolah (2021) 

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) selama tiga tahun terakhir selalu melebihi target. Pada tahun 2018, 

capaian kinerjanya mencapai 170,58%, yang berarti realisasi investasi pada tahun 

2018 melebihi target sebesar 70,58%. Pada tahun 2019, capaian kinerjanya turun 

menjadi sebesar 100,38% kemudian naik sedikit di tahun 2020 menjadi sebesar 

102,56%. Capaian tahun 2020 ini masih kurang 7,69% untuk mencapai target 

kinerja tahun 2021, tahun terakhir RPJMD. 

Tabel …. Menyajikan data realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Rembang tahun 

2015-2020. 

Tabel III.32 

Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Rembang 

Tahun 2015-2020 

Tahun 
Jumlah PMA dan PMDN 

(Trilyun Rupiah) 
Pertumbuhan (%) 

2015 3,48 - 

2016 5,17 48,71 

2017 5,28 2,13 

2018 7,71 46,02 

2019 8,03 4,15 

2020 9,23 14,94 

Sumber data: DPMPTSPNAKER (2021) 



 
 

 

Sebagian besar investasi di Kabupaten Rembang tahun 2020 merupakan investasi 

lanjutan oleh perusahaan yang sudah menginvestasikan dananya sebelum tahun 

2020. Kontribusi investasi lanjutan dengan nilai di atas seratus juta rupiah dari 

tahun 2019 sebesar Rp. 894.131.370.062, atau setara dengan 74,42% dari total 

investasi tahun 2020. Data investasi lanjutan tahun 2019 tersebut tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel III.33 

Daftar investor di Kabupaten Rembang yang berinvestasi  

di Tahun 2019 dan berlanjut di Tahun 2020 

 

No Nama Perusahaan 

Nilai Investasi 

Tahun 2019 

(Rp.) 

Tahun 2020 

Nilia Investasi 

(Rp.) 

Kontibusi 

(%) 

1 PT. SEMEN GRESIK 469.227.874.025 683.503.158.426 56,89 

2 PT. PEMBANGKIT JAWA-BALI 1.888.073.000 134.958.103.885 11,23 

3 PT. JAPFA COMFEED 

INDONESIA TBK 

110.196.324.924 62.600.000.000 5,21 

4 CV. SINAR MUTIARA ABADI 10.150.000.000 8.899.500.000 0,74 

5 PT. NATURAL JAYA ABADI 

REMBANG 

1.735.530.000 1.735.530.000 0,14 

6 PT. WADAH KARYA REMBANG 1.780.393.000 1.430.422.839 0,12 

7 CV. PURNAMA JAYA ABADI 1.360.725.517 854.654.912 0,17 

8 PT. BUMI BENING 

KHATULISTIWA 

450.000.000 150.000.000 0,01 

 JUMLAH  894.131.370.062 74,42 

Sumber: DPTMPTSPNAKER (2021) 

Program-program yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupataen untuk 

mendorong mengalirnya investasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 adalah: 

1. Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi, dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 182.839.702, atau sebesar 93,99% dari anggaran. 

2. Program Pelayanan dan Penegndalian Perizinan, dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 429.907.064, atau sebesar 92,96% dari anggaran. 



 
 

 

Jumlah anggaran dua program di atas menjadi sebesar Rp. 657.002.696, dan 

realisasi anggarannya Rp. 612.746.766, atau sebesar 93,48% dari anggaran. 

Sehingga efisiensi dua program pendorong investasi di Kabupaten Rembang tahun 

2020 sebesar 6,52% (100%-93,48%). Sedangkan efektivitasnya sebesar capaian 

kinerjanya, yakni sebesar 102,56%. 

 

Tujuan ke-4 Sasaran ke-12: Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif, Indikator 

Kinerja: Persentase pertumbuhan industri kreatif (%) 

Tabel III.34 berikut menyajikan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja 

ekonomi kreatif tahun 2018-2020. 

Tabel. III.34 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif 

Tahun 2018-2020 

Indikator Kinerja 

Tahun 2020 Capaian  Tahun 
Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 2020 2019 2018 Target 

% 

Capaian 

th. 2020 

Persentase 

pertumbuhan 

industri kreatif (%) 

1,20 0,06 5,01 - - 1,20 5,01 

Sumber Data: Dinindagkopukm (2021) 

Indikator persentase pertumbuhan industri kreatif merupakan salah satu indikator 

yang baru di Perubahan RPJMD 2016-2021. Belum ada target sebelum tahun 2020 

sehingga capaian kinerjanya juga baru muncul di tahun 2020. Realisasi indikator ini 

pada tahun 2020 sebesar 0,06%, jauh di bawah target yang dibebankan, yaitu 

sebesar 1,2%. Meskipun kecil, industri kreatif di Kabupaten Rembang masih 

bertumbuh, masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri 

nonmigas nasional yang sampai dengan triwulan III mengalami pertumbuhan 

negative, sebesar minus 2,63% (https://kemenperin.go.id/kinerja-industri). 

Tabel III.35 Berikut menyajikan jumlah usaha industri kreatif di Kabupaten 

Rembang tahun 2015-2020. 

 

https://kemenperin.go.id/kinerja-industri


 
 

 

Tabel III.35 

Jumlah Usaha Indsutri Kreatif di Kabupaten Rembang 

Tahun 2015-2020 

 

Tahun 
Jumlah Usaha Industri 

Kreatif 
Pertumbuhan (%) 

2015 6.416 - 

2016 6.496 1,25 

2017 6.536 0,62 

2018 6.636 1,53 

2019 6.660 0,36 

2020 6.664 0,06 

Sumber data: Dinindagkopukm (2021) 

 

Program-program untuk mendorong bertumbuhnya usaha industri kreatif di 

Kabupaten Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM, dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 482.720.900, atau sebesar 86,63% dari anggaran 

2. Program Pengembangan Industri Kreatif, dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 169.926.300, atau sebesar 90,93% dari anggaran 

Jumlah anggaran dua program di atas menjadi sebesar Rp. 744.092.720, dan 

realisasi anggarannya Rp. 652.647.200, atau sebesar 87,71% dari anggaran. 

Sehingga efisiensi dua program pendorong usaha industri kreatif di Kabupaten 

Rembang tahun 2020 sebesar 12,29% (100%-90,93%). Sedangkan efektivitasnya 

sebesar capaian kinerjanya, yakni sebesar 5,01%. 

Usaha-Usaha yang akan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan peningkatan 

klaster usaha kreatif ini adalah menambah anggaran agar Dinidagkopukm lebih 

mampu  mengintensifkan pekerjaan dan menambah pekerjaan lebih variatif untuk 

menjangkau obyek sasaran usaha industri yang lebih luas. 

 

 

 

 



 
 

 

2. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah  

 

Sasaran  Meningkatnya kontribusi pariwisata 

terhadap perekonomian daerah merupakan 

salah satu sasaran dari arah kebijakan 

pengembangan pariwisata. Dengan 

pengembangan pariwisata yang meliputi 

peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan 

aktivitas pada destinasi pariwisata dengan 

didukung oleh SDM pariwisata yang berkualitas, 

maka diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian lokal yang berdampak pada 

perekonomian daerah. 

Capaian terhadap Tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan 

pariwisata berbasis ekonomi kreatif dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel III.36 

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata  
Berbasis Ekonomi Kreatif 

Tahun 2020 
 

 

No 
Indikator sasaran 

TAHUN  2020 Capaian ( % ) RPJMD 

Target Realisasi 2020 2019 2018 

Target 

akhir 

RPJMD 

Capaian 

2020 thd 

2021 (%) 

1 2 3 4 
5= 4/3 
*100% 

6 7 8 
8=4/8*100

% 

1 Persentase 

Pertumbuhan Nilai 

Realisasi Hasil Obyek 

Wisata 

5%-10% -53,39 0 - - 10%-15% 0 

 

Adapun Capaian terhadap Sasaran meningkatnya kontrbusi pariwisata 

terhadap perekonomian daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Workshop Peningkatan Keragaman dan Daya 
Saing Produk Jasa Pariwisata di Destinasi 
Wisata 



 
 

 

Tabel III.37 
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pariwisata  

terhadap Perekonomian Daerah   
Tahun 2020 

 

 

No 
Indikator sasaran 

TAHUN  2020 Capaian ( % ) RPJMD 

Target Realisasi 2020 2019 2018 

Target 

akhir 

RPJMD 

Capaian 

2020 thd 

2021 (%) 

1 2 3 4 
5= 4/3 
*100% 

6 7 8 
8=4/8*100

% 

1 Nilai Realisasi Hasil 

Obyek Wisata 
7,044 M 3,227 M 45,82% - - 7,550 M 42,74% 

capaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian 

daerah pada tahun 2020 sebesar 45,82%, jika disandingkan dengan target akhir 

RPJMD pada Tahun 2021, maka capaian sasaran terhadap akhir RPJMD adalah 

sebesar 42,74%.  

 

Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata merupakan indikator baru dalam perubahan 

RPJMD 2016-2021 yang berlaku untuk tahun 2020 hingga 2021. Adapun Realisasi 

Hasil Obyek Wisata selama kurun waktu dua tahun di Kabupaten Rembang adalah 

sebagai berikut : 

Tabel III.38 

Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2016-2020 

NO Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Nilai Realisasi Hasil 

Obyek Wisata na na na Rp 6.925.200.000,- Rp 3.227.776.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grafik III.5 

Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun 2016-2020 

 

 

Dilihat dari tabel dan grafik untuk Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata pada 

Tahun 2020 sebesar 3,227 Milyar atau lebih rincinya Rp. 3.227.776.000,- mencapai 

prosentase 45,82% dari target nilai realisasi hasil obyek wisata tahun 2020 yakni 

sebesar Rp. 7.044.000.000,-. Dibandingkan tahun 2019 nilai realisasi hasil obyek 

wisata mengalami penurunan sebesar Rp. 3.697.224.000,- (46,61%),  yang mana 

realisasi tahun 2019 mencapai Rp. 6.925.200.000. Dikarenakan nilai realisasi hasil 

obyek wisata Tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus, maka capaian indikator 

persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata adalah 0 (nol). 

Ketidaktercapaian indikator-indikator tersebut dikarenakan dampak pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ternyata berlangsung lebih lama 

dibandingkan perkiraan dan membawa dampak pada struktur perekonomian salah 

satunya adalah sektor pariwisata. Selama pandemi Covid-19 obyek-obyek wisata 

tutup sementara, hal ini mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan yang 

berdampak pada menurunnya pendapatan obyek-obyek wisata. Secara rinci, nilai 

realisasi hasil obyek wisata  di Kabupaten Rembang pada tahun 2019-2020 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel III.39  

Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata  

NO Obyek Wisata 
Nilai Realisasi Tahun 

2019 
Nilai Realisasi Tahun 

2020 

1 Karang Jahe Beach Rp  2.460.000.000,- Rp 1.102.776.000,- 

2 Pantai Pasir Putih Wates Rp  1.260.000.000,- Rp 357.255.000,- 

3 Pasar Brumbung Rp 941.350.000,- Rp 126.000.000,- 

4 TRP Kartini Rp 540.000.000,- Rp 170.000.000,- 

5 Makam RA. Kartini Rp 36.000.000,- Rp 10.000.000,- 

6 
Taman Konservasi Hutan Mangrove 
(Jembatan Merah) 

Rp 26.595.000,- Rp 12.300.000,- 

7 Pantai Caruban Rp 176.980.000,- Rp 50.000.000,- 

8 Dekampoeng Rembang Rp 76.580.000,- Rp 36.450.000,- 

9 Rumah Merah Heritage Rp 1.189.768.000,- Rp 893.575.000,- 

10 Wisata Dasun Rp 88.960.000,- Rp 51.330.000,- 

11 Pasujudan Sunan Bonang Rp 78.967.000,- Rp 12.600.000,- 

12 Pantai Binangun Indah Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,- 

13 Pantai Balongan - Rp 131.700.000,- 

14 Waterboom Trio G - Rp 100.000.000,- 

15 Wisata Taman Lengkowo 
Karasgede - Rp 100.000.000,- 

14 Taman Wisata Alam Sumber 
Semen 

- Rp 23.790.000,- 

 J U M L A H Rp. 6.925.200.000,- Rp. 3.227.776.000,- 

 

Sedangkan kalau dilihat dari perbandingan hari aktif, selama 

Tahun 2019 obyek wisata buka selama 366 hari dan Tahun 2020 selama 

165 hari, sehingga pertumbuhan berdasarkan hari aktif sebesar -54,92%. 

Jika dibandingkan dengan pendapatan obyek wisata per hari, Tahun 2019 

total pendapatan obyek wisata per hari rata-rata sebesar Rp. 

18.921.311,00 sedangkan Tahun 2020 rata- rata sebesar Rp. 

17.407.793,00. 

 

    Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka 

pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap 

perekonomian daerah adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) yang sangat 

mempengaruhi pendapatan obyek wisata, pelaku usaha pariwisata dan 

ekonomi  kreatif serta pelaku seni. 



 
 

 

2) Aksesibiltas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata  

perlu ditingkatkan dan dikembangkan. 

3) Kurang berkembangnya budaya lokal menjadi daya tarik wisata.  

4) Pengembangan Daya Tarik Wisata perlu dioptimalkan 

5) Promosi potensi kebudayaan dan pariwisata perlu ditingkatkan. 
 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang telah melakukan 

langkah-langkah pengendalian sebagai berikut : 

1) Pemberian stimulan kepada pengelola obyek wisata, pelaku usaha 

pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaku seni selama masa 

pandemi COVID-19. 

2) Meningkatkan dan mengembangkan  aksesibilitas, amenitas, atraksi 

dan aktivitas pada destinasi pariwisata. 

3) Mengembangkan budaya lokal menjadi daya tarik wisata melalui event 

maupun atraksi di destinasi wisata dengan menerapkan protokol 

kesehatan. 

4) Mengembangkan daya tarik wisata unggulan dan pembangunan obyek 

wisata baru yang potensial. 

5) Mempromosikan kebudayaan dan pariwisata baik melalui media 

elektronik maupun non elektronik, selama masa pandemi Covid 19 

promosi dilakukan melalui virtual. 

6) Menerapkan protokol kesehatan di obyek-obyek wisata selama masa 

pandemi Covid 19. 

 

Adapun kinerja program dan kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung sasaran 

“meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah” dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

  



 
 

 

Tabel III.40 
Program pendukung sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata  

terhadap perekonomian Daerah 
 

 

No 
Program 

Jumlah 

Anggaran 

Perubahan  

TA 2019 ( Rp ) 

Realisasi 

Anggaran  

( Rp ) 

Capaian 

Keuangan (%) 

Efisensi 

(capaian ≥ 

100%) 

1 Pengembangan Nilai 

Budaya 

2.009.282.000,00 1.979.249.187,00 98,51 1,49 

2 Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

1.379.300.000,00 1.370.466.490,00 99,35 0,65 

3 Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

4.371.749.000,00 2.344.905.231,00 53,64 46,36 

 JUMLAH 7.760.331.000,00 5.694.620.908,00 73,38 26,62 

 

 

Berdasarkan tabel di atas tingkat efisiensi sasaran “meningkatnya kontribusi 

pariwisata terhadap perekonomian daerah”  adalah sebesar 26,62% dari jumlah 

anggaran sebesar Rp. 7.760.331.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

5.694.620.908,00. Sedangkan tingkat efektivitas sebesar 22,92%. 

  

 

Sasaran Strategis : 5 

Meningkatkan kualitas dan pemerataan  infrastruktur daerah 

 

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan 

pemerataan  infrastruktur daerah merupakan 

salah satu upaya mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 

yaitu “ Melanjutkan pembangunan infrastruktur 

yang merata dan berkualitas serta berdimensi 

kewilayahan”. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis tersebut digunakan 

indikator Indeks infrastruktur yang menjelaskan bagaimana kondisi infrastruktur di 

Kabupaten Rembang   

Adapun capaian kinerja Sasaran “Meningkatkan kualitas dan pemerataan  

infrastruktur daerah” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Perbaikan Jalan 



 
 

 

Tabel III.41 

Capaian Kinerja Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur Daerah 

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 
Predikat 

Target Realisasi 

1. Indeks infrastruktur 69,26 69,87 100,88% Sangat 

Baik 

 

Tabel III.42 

Realisasi Indeks infrastruktur 

Tahun 2016 - 2020 

No. 
Indikator 

Realisasi 

2016 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

Realisasi 

2019 

Realisasi 

2020 

1. Indeks infrastruktur NA NA NA NA 69,87 % 

 

Komponen pembentuk Indeks infrastruktur di Kabupaten Rembang antara lain : 

Persentase aksebilitas pusat kegiatan wilayah, Persentase ketersediaan air baku, 

Rasio pemanfaatan tata ruang, Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses 

layanan dasar dan Indeks Akses Transportasi. Indeks infrastruktur pada tahun 2020 

adalah sebesar 69,87 persen, indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada 

ada pada RPJMD sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 

Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Daerah. melalui indikator 

Indeks Infrastruktur sebagaiberikut : 

Indeks Infrastruktur = ((Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah X 0,2) + 

(Persentase ketersediaan air baku X 0,2) + (Rasio 

pemanfaatan tataruang X 0,1) + (Persentase rumah tangga 

yang mendapatkan akses layanan dasar X 0,3) + (Indeks 

akses transportasi X 0,2)) 

= ((71,20 X 0,2) + (35 X 0,2) + (83 X 0,1) + (93,50 X 0,3) + 

(61,42 X 0,2)) = 69,87 % 



 
 

 

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan pemerataan  

infrastruktur daerah, maka didukung dengan beberapa pencapaian sebagai berikut. 

 

1. Persentase aksebilitas pusat kegiatan wilayah 

Pengukuran kinerja untuk sasaran 

Persentase aksebilitas pusat kegiatan 

wilayah ditunjukkan dengan capaian 

indikator pada tabel sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel III.43 

Capaian Kinerja Persentase aksebilitas pusat kegiatan wilayah 

Tahun 2020 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaian 

2020 

% 
Capaian 

2019 

% 
Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capaian 

s/d 
2020 

1. 

Persentase 
aksebilitas pusat 
kegiatan wilayah 
 

70 71,20 101,7 122,62 102,88 85 83,76 

 

Terlihat dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2020 Persentase 

aksebilitas pusat kegiatan wilayah telah mencapai tingkat pencapaian kinerja 

sebesar 101,70%. Dari tabel diatas tingkat pencapaian indikator kinerja tahun 2020 

mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya 

refocusing untuk penanganan covid -19. Meskipun terdapat pengurangan anggaran 

pada DPUTARU namun target tetap tercapai hal ini dikarenakan pengurangan 

dilakukan pada belanja selain belanja fisik, jadi pekerjaan fisik masih tetap bisa 

berjalan.  

Berikut perhitungannya : 



 
 

 

Formulasi pengukuran realisasi indicator Persentase aksebilitas pusat kegiatan 
wilayah 

 

(
Ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Seluruh ruas jalan Kabupaten
)  𝑋 100 % (

136

191
)  𝑋 100 % = 71,20 % 

 
Formulasi pengukuran capaian kinerja indicator Persentase aksebilitas pusat 
kegiatan wilayah 
 

capaian kinerja = (
Realisasi

Target
)  𝑋 100 % =  (

71,20 %

70 %
)  𝑋 100 % = 101,70 % 

 

Untuk mencapai Persentase aksebilitas pusat kegiatan wilayah, didukung dengan 
program sebagai berikut : 
 

No. Program Anggaran Realisasi Capaian 

% 

1. Program Pembangunan 
dan Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

52.568.210.356,00  38.516.401.941,00  
 

73,27 

 Jumlah 52.568.210.356,00 38.516.401.941,00  73,27 

 

Secara akumulatif Persentase aksebilitas pusat kegiatan wilayah, dimana dari 

14 pusat kegiatan wilayah yang terdiri dari 14 kecamatan terdapat 191 ruas jalan yang 

di tahun 2020 ini  dalam kondisi baik sejumlah 136 ruas. Atau 71,20 %. dari total 

panjang jalan kabupaten 642,75 Km. Dalam kondisi baik sepanjang 402,18 Kilo meter, 

kondisi sedang 90,81 Kilo meter, rusak ringan 52,40 Kilo meter, dan rusak berat 

sepanjang 97,36 Kilo meter. adapun capaian sasaran kinerja sebesar 101,70 %. 

sehingga bisa dikatakan termasuk dalam kategori sangat berhasil dan telah terjadi 

efisiensi anggaran sebesar 28,43 % Dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

Efisiensi = Capaian Kinerja - {
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑋 100 %} 

= 101,70 %- {
38.516.401.941

52.568.210.356
𝑋 100 %} 

= 28,43 % 

  



 
 

 

2. Persentase ketersediaan air baku 

 

Kinerja Persentase ketersediaan air baku. 

Definisi dari indikator dimaksud adalah 

ketersediaan air baku kabupaten untuk 

memenuhi kebutuhan air kabupaten baik 

untuk pertanian, rumah tangga dan 

industry. Pada Tahun 2020 pengukuran 

kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel III.44 

 
Capaian Kinerja Persentase ketersediaan air baku 

 
Tahun 2020 

 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaian 

2020 

% 
Capaian 

2019 

% 
Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capaian 

s/d 
2020 

1. 

Persentase 
ketersediaan air 
baku 
 

35 35,00 100 115,38 84,63 40 87,50 

 

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat kinerja indikator untuk mencapai 

Persentase ketersediaan air baku pada tahun 2020 mencapai 100 persen. 

Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai hal yang dilakukan sebagai upaya 

intervensi diantaranya adalah melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, 

danau dan Sumber Daya Air Lainnya, yang diarahkan untuk peningkatan 

ketersediaan air baku untuk keperluan air baku untuk irigasi pertanian dan untuk 

fungsi lainnya. Dengan ketersediaan air baku sebesar 33.017.165 m3 dan 

kebutuhan air sebesar 1.155.600.761,66 m3, yang terdiri dari kebutuhan air untuk 

pertanian sebesar 1.146.162.044,16 m3 dan untuk industry 9.438.717,5 m3. 

 

 



 
 

 

Kebutuhan Air Non Domestik (DAnd)   

Uraian Besaran luas lahan  Satuan besaran kebutuhan air (liter/detik/Ha) m3/tahun 

Luas Lahan Sawah 27.659,61 Ha 27.659,61   
Luas Lahan Tegala
n 

28.949,82 Ha 8.684,95   
Jumlah   36.344,56 1.146.162.044,16 

Uraian 
Banyaknya tenaga kerja 

di sektor industri 
Satuan 

besaran kebutuhan air (liter/hari/karya
wan) 

m3/tahun 

Industri 51.719 Jiwa 25.859.500,00 9.438.717,50 

Total 25.895.844,56 1.155.600.761,66 

Sumber : DPUTARU Bidang SDA 

Capaian kinerja Persentase ketersediaan air baku untuk tahun 2020 sebagai 

berikut : 

Persentase ketersediaan air baku  

= (
ketersediaan air baku

kebutuhan air kabupaten
)  𝑋 100 % = (

33.017.165 

1.155.600.761,66
)  𝑋 100 % = 35 % 

 

Capaian kinerja = (
Realisasi

Target
)  𝑋 100 % = (

35

35
)  𝑋 100 % = 100 % 

 

Upaya untuk mewujudkan Persentase ketersediaan air baku didukung dengan 

program sebagai berikut : 

 

NO Program Anggaran Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa, dan Jaringan Pengairan 
Lainnya serta Konservasi 
Sungai, danau dan Sumber 
Daya Air Lainnya 
 

9.603.876.700,00 8.117.906.710,00  
 

84,53 % 
 

  JUMLAH 9.603.876.700,00 8.117.906.710,00  84,53 % 

 

adapun capaian sasaran kinerja sebesar 100 %. sehingga bisa dikatakan 

termasuk dalam kategori berhasil dan telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 15,47 % 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

Efisiensi  = Capaian Kinerja - {
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑋 100 %} 

= 100 % - {
8.117.906.710

9.603.876.700
𝑋 100 %} = 15,47 %  



 
 

 

3.  Rasio pemanfaatan tata ruang  

 

Untuk mencapai Rasio pemanfaatan 

tata ruang melalui Program 

perencanaan, Pemanfaatan dan 

Pengendalian Pemanfaatan Tata 

Ruang.adapun capaian kinerja tahun 

2020 sebagai berikut : 

 
Tabel III.45 

Capaian Kinerja Rasio pemanfaatan tata ruang Tahun 2020 
 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaian 

2020 

% Capaian 
2019 

% 
Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capaian 

s/d 
2020 

1. 
Rasio pemanfaatan 
tata ruang 
 

80 83,00 103,5 133,33 - 100 83 

 

Rasio pemanfaatan tata ruang 

= (
Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW 

Jumlah seluruh kegiatan pemanfaatan
)  𝑋 100 % = (

33 

40
)  𝑋 100 % = 83 % 

 

Capaian kinerja= (
Realisasi

Target
)  𝑋 100 % = (

83

80
)  𝑋 100 % = 103,5 % 

 

Upaya untuk mewujudkan Rasio pemanfaatan tata ruang didukung dengan program 
sebagai berikut : 

 

NO Program Anggaran Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Program perencanaan, 

Pemanfaatan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Tata Ruang  

371.076.350,00 366.116.605,00  
 

98,66 % 
 

  JUMLAH 371.076.350,00 366.116.605,00  98,66 % 

 

Pada tahun 2020 dari target anggaran Rp. 371.076.350,- terelalisasi anggaran 

Rp. 366.116.605,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat 

efisiensi untuk mewujudkan Rasio pemanfaatan tata ruang pada tahun 2020 sebesar 



 
 

 

4,84 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori  efisien, dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Efisiensi = Capaian Kinerja - {
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑋 100 %} 

= 103,5 % - {
366.116.605

371.076.350
𝑋 100 %}  = 4,84 % 

 

4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar 

Kinerja Persentase rumah tangga yang 

mendapatkan akses layanan dasar. 

Definisi dari indikator dimaksud adalah 

terpenuhinya akses layanan dasar 

masyarakat. Antara lain akses sanitasi 

layak, akses air minum layak, 

pengurangan kawasan permukiman 

kumuh. Pada Tahun 2020 pengukuran 

kinerjanya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

Tabel III.46 
Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses 

Layanan Dasar Tahun 2020 

 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaian 

2020 

% 
Capaian 

2019 

% 
Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capaian 

s/d 
2020 

1. 

Persentase rumah 
tangga yang 
mendapatkan akses 
layanan dasar 
 

90 93,50 103,88 100 100 93,35 100,16 

 

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar 
 

= (
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar 

Jumlah Rumah Tangga
) 𝑋 100 % = (

325 

562
) 𝑋 100 % = 

93,50%  



 
 

 

Capaian kinerja= (
Realisasi

Target
)  𝑋 100 % = (

93,50

90
)  𝑋 100 % = 103,88 % 

 

Upaya untuk mewujudkan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses 
layanan dasar didukung dengan program sebagai berikut : 
 

NO Program Anggaran Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Program Pengembangan Kawasan 
Pemukiman 

220.179.000,00 153.807.808,00  
 

69,86  
 

2. Program Pengembangan Perumahan 
dan Bangunan Gedung 

4.293.670.347,00 3.424.516.195,00 79,76 

  JUMLAH 4.513.849.347,00 3.578.324.003,00  79  

Pada tahun 2020 dari target anggaran Rp. 4.523.849.347,- terelalisasi anggaran 

Rp. 3.578.324.003,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa 

tingkat efisiensi untuk mewujudkan Persentase rumah tangga yang mendapatkan 

akses layanan dasar pada tahun 2020 sebesar 24,88 % sehingga dapat di 

kategorikan termasuk dalam kategori  efisien, dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

Efisiensi = Capaian Kinerja - {
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑋 100 %} 

= 103,88 % - {
3.578.324.003

4.513.849.347
𝑋 100 %}  = 24,88 % 

 

5. Indeks Akses Transportasi 

Komponen pembentuk Indeks Akses 

Transportasi di Kabupaten Rembang antara 

lain : Indeks Peningkatan Pengembangan 

dan Keselamatan Perhubungan, Indeks 

Perkembangan Fasilitas dan Prasarana 

Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang, 

Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pada Tahun 2020 pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel III.47 

Capaian Indeks Akses Transportasi Tahun 2020 

 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaian 

2020 

% 
Capaian 

2019 

% 
Capaian 

2018 

RPJMD 

Target Realisasi 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capaian 

s/d 
2020 

1. 
Indeks Akses 
Transportasi 

66,30 61,42 92,63 98,19 100 76,13 80,67 

 

Dengan perhitungan sebagai berikut :  

Indeks Akses Transportasi = (0,4 x Indeks perkembangan fasilitas dan 

prasarana layanan jaringan distribusi 

orang/barang) + (0,3 x Indeks peningkatan 

pelayanan angkutan) + (0,3 x Indeks peningkatan 

pengembangan dan keselamatan perhubungan) 

= (0,4 x 74,50) + (0,3 x 65,35) + (0,3 x 40,05) 

= 61,42 % 

Capaian kinerja = (
Realisasi

Target
)  𝑋 100 % = (

61,42

66,30
)  𝑋 100 % = 92,63 % 

 
 

a. Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan 

Dengan perhitungan sebagai berikut ( 0,5 x persentase perlengkapan jalan 

yang terpelihara) + (0,5 x Persentase jumlah pengembangan teknologi dan 

kemitraan perhubungan yang terlaksana) 

= ( 0,5 x69) + (0,5 x11,11 ) 

= 40,05 

b. Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi 

Orang/Barang 

Dengan perhitungan sebagai berikut : (0,5 x Persentase ketersediaan 

prasarana dan fasilitas perhubungan) + (0,5 x Persentase kendaraan yang 

berada dalam kondisi laik jalan) 

= (0,5 x49) + (0,5 x 100) 

= 74,50 



 
 

 

c. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Dengan perhitungan sebagai berikut : (0,5 x  Persentase angkutan umum 

yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (0,2 x Persentase 

pelanggaran angkutan) +(0,3 x Persentase Terminal dan perparkiran yang 

terkelola) 

= (0,5 x  72,27) + (0,2 x 0,66) +(0,3 x 96,95) 

= 65,35 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatkan kualitas dan 

pemerataan  infrastruktur daerah”, terdapat beberapa faktor yang mendorong 

terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat 

beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. 

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 
3. Adanya ketentuan yang mewajibkan 25 % anggaran untuk menitikberatkan 

pada infrastruktur; 

 
NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang 

berdampak pada kebijakan 

pengelolaan Pemerintah Kabupaten 

Rembang, sehingga beberapa 

Program, Kegiatan dan Pekerjaan 

yang menunjang sasaran harus 

ditunda, dikurangi bahkan dihapus. 

 

Merencanakan dan menganggarkan 

kegiatan yang tertunda di tahun 

berikutnya 

2. Kurangnya partisipasi dan kesadaran 

masyarakat untuk merasa ikut 

memiliki, menjaga, memelihara dan 

melestarikan prasarana fisik yang 

telah dibangun 

Mengusahakan tumbuhnya kesadaran 

masyarakat untuk merasa ikut 

memiliki, menjaga, memelihara dan 

melestarikan prasarana fisik yang 

telah dibangun 

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Faktor Pendorong 



 
 

 

  

3. Keterbatasan personil teknis maupun 

non teknis dan sarana mobilitas 

Pemanfaatan seoptimal mungkin 

jumlah personil dan sarana mobilitas 

 

 

 

Sasaran Strategis: 6 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 

salah satu upaya mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-

2021 yaitu “Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan 

Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan 

Masyarakat, Termasuk Pendidikan”. Untuk 

mengukur kinerja sasaran strategis tersebut 

digunakan indikator Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya (BPS).   

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Kerjasama pemberian Beasiswa 
Pemerintah Kabupaten Rembang dengan 
Perguruan Tinggi 



 
 

 

Tabel III.48 

Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Tahun 2020 

Indikator Sasaran Target Realisasi % Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

% Capai 
- an 
2018 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% 
Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7 
8=3/7*10

0% 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 

70,96 70,02 98,67% 100,21 99,22 71,18 98,55 

Rata-rata Capaian 
 

98,67% 100,21 99,22 
  

Predikat 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
  

 

Tabel III.49 

Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Tahun 2016 - 2020 

Indikator 
Realisasi 

2016 

Realisasi 

2017 

Realisasi 

2018 

Realisasi 

2019 

Realisasi 

2020 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

68,6 68,95 69,46 70,15 70,02 

 

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten 

Rembang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada tahun 2020 adalah sebesar 70,02 persen, atau mengalami 

penurunan sebesar 0,13 dari tahun 2019 sebesar 70,15. Penurunan tersebut terjadi 

dikarenakan adanya penurunan pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) di 

Kabupaten Rembang dimana pada tahun 2019 sejumlah Rp. 10.551,- menjadi Rp. 

10.328,- pada tahun 2020, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 

di Kabupaten Rembang. Perkembangan kinerja sasaran strategis Meningkatkan 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dengan indikator IPM di 



 
 

 

68,6
68,95

69,46
70,15 70,0269,98

70,52
71,12

71,73 71,87
70,18 70,81

71,39
71,92 71,94

66

67

68

69

70

71

72

73

2016 2017 2018 2019 2020

Rembang Jawa Tengah Nasional

70

70,96

71,18

70,15
70,02

69,4

69,6

69,8

70

70,2

70,4

70,6

70,8

71

71,2

71,4

2019 2020 2021

Target RPJMD Realisasi

Kabupaten Rembang apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan 

nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 

Gambar III.1 

Perkembangan  Kinerja IPM Kabupaten Rembang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dlihat bahwa IPM di Kabupaten 

Rembang pada Tahun 2020 mempunyai gap sebesar 1,85 poin dengan Jawa 

Tengah dan 1,92 dengan IPM Nasional. Gap tersebut merupakan fokus dari 

Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai target perkembangan IPM 

daerah yang dapat mendekati Provinsi dan Nasional. Gambaran kinerja Pemerintah 

Kabupaten Rembang dalam meningkatkan IPM sebagaimana tertuang di RPJMD 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar III.2 

Realisasi IPM terhadap Target RPJMD Kabupaten Rembang 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

 

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), maka didukung dengan beberapa pencapaian sebagai berikut. 

 

c. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Pengukuran kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditunjukkan 

dengan capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama 

Sekolah. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator yang menyokong peningkatan 

kualitas pendidikan ditampilkan pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel III.50 

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Tahun 2020 

Indikator Sasaran 
Target Realisasi Capaian 

(%) 
Predikat 

2020 2020 

1 2 3 4 5 

Angka rata-rata lama sekolah 7,7 7,16 92,98 
Sangat 

Baik 

Angka harapan lama sekolah 12,4 12,11 97,66 
Sangat 

Baik 

Rata-rata  Capaian 95,32 95,11 

 

Terlihat dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2020 rata – rata 

untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah & Angka Rata-rata Lama Sekolah 

telah mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,32%. Angka rata-rata lama 

sekolah sebesar 7,16 dan angka harapan lama sekolah 12,11 berarti warga di 

Kabupaten Rembang rata-rata bersekolah baru sampai kelas 7 SMP dan lama 

bersekolah sampai dengan 12 tahun atau setara lulusan sekolah menengah 

sederajat. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berkomitmen untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada bidang Pendidikan 

melalui kebijakan pemberian Dharmasiswa atau beasiswa bagi penduduk dari 

keluarga kurang mampu sehingga mampu melanjutkan pendidikan kejenjang lebih 

tinggi, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) 

Semarang dengan membangun Pusat Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) 

melalui hibah tanah dan bangunan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk 



 
 

 

meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di 

Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut ini. 

a. Beasiswa Prestasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) 

b. Beasiswa Prestasi Pendidikan Menengah (SMA dan SMK). 

c. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (S1/D4). 

 

d. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator 

Angka Harapan Hidup. Definisi dari indikator dimaksud adalah rata-rata tahun 

hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai 

umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di 

lingkungan masyarakatnya. Pada Tahun 2020 pengukuran kinerja terhadap 

Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel III.51 

 
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Tahun 2020 
 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 
Predikat 

Target Realisasi 

1. Angka Harapan Hidup 74,3 74,55 100,34% Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat kinerja indikator untuk 

mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 

mencapai 100,34 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai hal 

yang dilakukan sebagai upaya intervensi diantaranya adalah. 

a. Penurunan jumlah kematian ibu dan anak serta peningkatan layanan lanjut 

usia; 

b. Upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

kualitas kesehatan lingkungan; 

c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

 



 
 

 

e. Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak 

Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan anak dinilai 

berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan  Indeks Capaian 

Kabupaten Layak Anak . IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan 

ketimpangan gender, sedangkan Indeks Capaian Kabupaten Layak Anak 

merupakan format besaran nominal yang digunakan untuk menilai kondisi 

kelayakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak 

anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun capaian kinerja dari indikator 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

Tabel III.52 
 

Capaian Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Gender dan 
 

Perlindungan Anak Tahun 2020 
 

No Indikator Sasaran 

Tahun 2020 
Capaian 

2020 
Predikat 

Target Realisasi 

1. Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) 

87,3 86,85 99,5% Sangat 

Baik 

2. Indeks Capaian Kabupaten 

Layak Anak 

725-760 720 99,3% Sangat 

Baik 

 

Realisasi indikator kinerja tahun 2020 untuk indikator IPG 86,86 dengan 

capaian sebesar 99,5% dari target 87,3%. Sedangkan Realisasi indikator untuk 

indikator nilai capaian Kabupaten Layak Anak sebesar 720 dengan capaian 

99,3% dari target 725-760. Untuk menuju pada capaian tersebut dilaksanakan 

strategi yang diantaranya adalah penguatan kelembagaan PUG (Pengarus 

Utamaan Gender) dan perlindungan kelompok anak desa. 

 

 



 
 

 

Tabel III.53 
 

Realisasi Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Strategis 
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  

Tahun 2020 
 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 
PAGU REALISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

1. Program Pemerataan 
Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Non 
Formal 

     5.128.780.000 4.437.745.000 Dindikpora 

2. Program Pemerataan 
Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan 
Pendidikan Sekolah Dasar 

   24.008.604.000 23.868.824.000 Dindikpora 

3. Program Pemerataan 
Akses dan Peningkatan 
Kualitas Layanan 
Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

   10.205.810.000 9.916.864.000 Dindikpora 

4. Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

   28.730.185.000 28.470.300.000 Dindikpora 

5. Program Pembinaan dan 
Pengembangan Pemuda 
dan Olahraga 

     1.746.194.000 1.506.307.000 Dindikpora 

6. Program Kesehatan 
Keluarga dan Gizi 
Masyarakat 

1.187.411.100 1.075.962.490 Dinas Kesehatan 

7. Program promosi 
kesehatan dan  
pemberdayaan 
masyarakat 

219.000.000 109.337.500 Dinas Kesehatan 

8. Program kesehatan 
lingkungan, kesehatan 
kerja dan kesehatan 
olahraga 

216.600.000 204.868.000 Dinas Kesehatan 

9. Program Peningkatan  
Kualitas Pelayanan  
Kesehatan dan  Jaminan 
Kesehatan Nasional  

93.163.732.791 77.862.804.293 Dinas Kesehatan 

10. Program Peningkatan 
Sarana  Prasarana, 
Peyediaan Obat, 
Perbekalan Kesehatan  

15.944.675.280 15.773.262.367 Dinas Kesehatan 



 
 

 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 
PAGU REALISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

serta Pengawasan Obat 
dan Makanan 

11. Program Peningkatan 
Sumber Daya Manusia 
Bidang Kesehatan dan 
Sistem Informasi 
Kesehatan 

1.017.607.000 8.572.956.130 Dinas Kesehatan 

12. Program pencegahan 
penyakit menular dan 
tidak menular 

9.372.207.495 8.572.956.130 Dinas Kesehatan 

13. 

 

Program Peningkatan 
Kualitas Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit 

5.937.851.000 5.745.234.049 Dinas Kesehatan 

14. Program peningkatan 
kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan 
dan anak 

468.237.000 454.598.000 DinsosPPKB 

 JUMLAH 197.346.894.666 186.572.018.959  

 

 

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat 

dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang 

mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 197.346.894.666 dibandingkan 

dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp. 

186.572.018.959 sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai Rp. 

10.774.875.707. 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia”, maka terdapat strategi atau faktor yang mendorong terealisasinya target 

yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang 

menghambat tercapainya sasaran ini. 

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 



 
 

 

 
4. Adanya program beasiswa bagi peserta didik sehingga meningkatkan harapan 

dan kesinambungan masa pendidikan di institusi pendidikan; 

5. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting yaitu 

identifikasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, pemberian 

kepastian hukum, pengelolaan data, pengukuran pertumbuhan perkembangan 

anak balita dan angka stuntung, serta review kinerja;  

6. Peningkatan fungsi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta layanan 

kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 

7. Peningkatan peran kelembagaan PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan 

pemberdayaan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam peningkatan 

capaian layak anak; 

8. Penguatan program industri rumahan dalam rangka untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya ibu rumah tangga. 

 
NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

1. Pola pembelajaran tidak dapat 

dilakukan secara tatap muka atau 

dalam kondisi tidak normal 

Penggunaaan media daring dalam 

mendukung pola pembelajaran 

sehingga masih tetap dapat berjalan 

dengan baik pada masa pandemi 

Covid-19 dan didukung dengan 

penguatan sistem pembelajaran 

berbasis revolusi industri 4.0 

2. Adanya pandemi covid-19 yang 

mengakibatkan peningkatan risiko 

kesakitan 

Pencegahan Pandemi Covid-19 

melalui optimalisasi layanan kesehatan 

serta sosialisasi dan pendampingan 

Program Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat pada masa pandemi 

3. Belum optimalnya sosialisasi 

tentang IPG dan layak anak di 

karenakan adanya pendemi; 

Melakukan 

kegiatan/pelatihan/sosialisasi dengan 

system Online/virtual 

4. Penurunan pengeluaran Per Kapita Penguatan industri rumahan guna 

mendorong peningkatan pendapatan 

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Strategi/Faktor Pendorong 



 
 

 

NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

(Ribu Rupiah) di Kabupaten 

Rembang sebagai dampak adanya 

pandemi covid-19 

yang dapat digunakan untuk 

pengeluaran rumah tangga 

 

 

 

Sasaran Strategis :7 

Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik dan ketentraman 
serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan 
masyarakat 

 
 

Sasaran strategis Meningkatkan 

kondisivitas dan stabilitas politik dan 

ketentraman serta ketertiban 

masyarakat untuk menjamin 

keamanan masyarakat merupakan 

salah satu upaya mencapai misi 

kelima sebagaimana tertuang dalam 

RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Menciptakan Stabilitas Politik, 

Pemerintahan, Sosial, dan 

Mengembangkan Budaya Lokal serta Meningkatkan Upaya Pengendalian 

Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan”. Untuk mengukur kinerja 

sasaran strategis tersebut digunakan indikator Persentase penanganan gangguan 

stabilitas dan ketertiban sosial.   

Adapun capaian kinerja Sasaran “Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik 

dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan 

masyarakat” pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

Pembinaan terhadap anak punk 

 



 
 

 

Tabel III.54 

Capaian Kinerja Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik dan 

ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan 

masyarakat 

Tahun 2020 

Indikator Sasaran Target Realisasi % Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7=3/6*100% 

Persentase 

penanganan 

gangguan stabilitas 

dan ketertiban 

sosial 

50-60 75 125% 150% 60-70 107,14% 

Rata-rata Capaian 
 

125% 150% 
  

Predikat 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
  

 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2016 
Realisasi 

2017 
Realisasi 

2018 
Realisasi 

2019 
Realisasi 

2020 

Persentase penanganan 
gangguan stabilitas dan 
ketertiban sosial 

n/a n/a n/a 75% 75% 

 

Komponen pembentuk Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban 

sosial di Kabupaten Rembang meliputi  Persentase partisipasi politik masyarakat 

dan Persentase penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial 

pada tahun 2020 adalah sebesar 75%, demikian juga dengan tahun 2019 yaitu 

sebesar 75%.  

Formulasi pengukuran realisasi indikator Persentase penanganan gangguan 

stabilitas dan ketertiban sosial : 

 



 
 

 

0 0 0

75 75

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020

Rembang

(

Jumlah Gangguan Stabilitas dan 
Ketertiban Sosial yang ditangani

Jumlah Gangguan dan Stabilitas Sosial
)  𝑋 100 % =  (

540

720
)  𝑋 100 % = 75% 

 

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik dan 

ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat 

Tahun 2020 yang diukur dengan indikator Persentase penanganan gangguan 

stabilitas dan ketertiban sosial di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut. 

 

Gambar III.3 

Perkembangan  Persentase penanganan gangguan stabilitas dan  

ketertiban sosial Kabupaten Rembang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kondisivitas dan stabilitas politik 

dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan 

masyarakat, maka didukung dengan beberapa pencapaian sebagai berikut. 

 

f. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat 

Pengukuran kinerja untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat 

ditunjukkan dengan capaian indikator Persentase partisipasi politik masyarakat. 

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator yang menyokong peningkatan 

kualitas pendidikan ditampilkan pada tabel sebagai berikut : 

 

 



 
 

 

Tabel III.55 

Capaian Kinerja Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat 

Tahun 2020 

Indikator Sasaran Target Realisasi % Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7=3/6*100% 

Persentase 

partisipasi politik 

masyarakat 

74% 60% 81,08 100 74 81,08 

Rata-rata Capaian 
 

81,08 100 
  

Predikat 

Baik Sangat 

Baik 
  

 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2016 
Realisasi 

2017 
Realisasi 

2018 
Realisasi 

2019 
Realisasi 

2020 

Persentase partisipasi 
politik masyarakat 

n/a 73,3% n/a 74% 60% 

 

Formulasi pengukuran realisasi indikator Persentase partisipasi politik 

masyarakat : 

(

Jumlah Partisipasi Politik  Masyarakat 
atau Organisasi Masyarakat

Jumlah Politik  Masyarakat atau 
Organisasi Masyarakat yang ada

)  𝑋 100 % =  (
48

80
)  𝑋 100 % = 60% 

 

Terlihat dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2020 untuk 

indikator Persentase partisipasi politik masyarakat telah mencapai tingkat 

pencapaian kinerja sebesar 81,08% dengan predikat baik. Dari tabel diatas tingkat 

pencapaian indikator kinerja tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja 

apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai 100%.  

Hasil pencapaian kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran 

meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah 81,08%.  

Adapun indikator yang belum mencapai target disebabkan karena adanya kebijakan 

pemangkasan anggaran/refocusing dan masa pandemi covid 19. 

 



 
 

 

g. Meningkatnya rasa aman masyarakat 

Kinerja Meningkatnya rasa aman masyarakat diukur dengan indikator 

Persentase penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Pada Tahun 2020 pengukuran kinerja terhadap Persentase 

penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel III.56 

 
Capaian Kinerja Meningkatnya rasa aman masyarakat 

Tahun 2020 
 

Indikator Sasaran Target Realisasi % Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7=3/6*100% 

Persentase 

penurunan gangguan 

terhadap keamanan 

dan ketertiban 

masyarakat 

15% 20% 66,67 100 10 200 

Rata-rata Capaian 
 

66,67 100 
  

Predikat 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Baik 
  

 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2016 
Realisasi 

2017 
Realisasi 

2018 
Realisasi 

2019 
Realisasi 

2020 

Persentase penurunan 
gangguan terhadap 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat 

n/a n/a 20% 20% 20% 

 

Formulasi pengukuran realisasi indikator Persentase penurunan gangguan 

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat : 

(

Jumlah Penurunan Gangguan terhadap

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah Gangguan terhadap Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat yang ada

)  𝑋 100 % =  (
114

720
)  𝑋 100 % = 20% 

 



 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat kinerja indikator untuk 

mencapai Peningkatan rasa aman masyarakat pada tahun 2020 mencapai 

66,67 persen. Pencapaian yang kurang baik tersebut disebabkan oleh berbagai 

hal yaitu : 

d. Kurangnya kesadaran masyarakat lemah akan fungsi trantib  

e. Belum optimalnya peran stakeholder dalam penanganan trantib 

f. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP dalam mengurangi pelanggaran 

trantib  

g. Kurangnya sinergitas Pemda, Pemdes dan TNI/Polri terkait pencegahan 

pelanggaran Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

 

Tabel III.57 
Program yang Mendukung Ketercapaian Sasaran Meningkatkan kondisivitas 

dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk 
menjamin keamanan masyarakat  

Tahun 2020 
 

NO 
PROGRAM 

PENDUKUNG 
PAGU REALISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENGAMPU 

1. Program Pendidikan 
Politik Masyarakat dan 
Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

1.124.648.000 1.107.834.550 Kesbangpolinmas 

2. Program Penegakan 
Produk Hukum Daerah 
dan Pemeliharaan 
Kamtramtibmas 

1.321.902.197 1.131.564.700 Satpol PP 

3. Program Kesiagaan, 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

1.008.459.703 956.196.475 Satpol PP 

 JUMLAH 3.455.009.900 3.195.595.725  

 

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat 

dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang 

mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 3.455.009.900,- dibandingkan 



 
 

 

dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp 3.195.595.725,- 

sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai Rp 259.414.175,-. 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatkan Kondisivitas dan 

Stabilitas Politik dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat untuk Menjamin 

Keamanan Masyarakat”, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya 

target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor 

yang menghambat tercapainya sasaran ini. 

Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 
9. Memaksimalkan tenaga dan dana yang ada untuk terus mengadakan giat 

sendiri, dalam rangka pencegahan pelanggaran Ketertiban Umum Serta 

Perlindungan Masyarakat. 

 
 

NO FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

1. Kegiatan sosialisasi yang terkait 

dengan peningkatan kesadaran 

politik dan penguatan wawasan 

kebangsaan tidak dapat dilakukan 

secara tatap muka atau dalam 

kondisi tidak normal 

Penggunaaan media daring dalam 

mendukung kegiatan sosialisasi 

sehingga masih tetap dapat berjalan 

dengan baik pada masa pandemi 

Covid-19. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat 

lemah akan fungsi trantib 

Perlu dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat akan fungsi trantib 

3. Belum optimalnya peran stakeholder 

dalam penanganan trantib 

Perlu melibatkan stakeholder dalam 

penanganan trantib 

4. Keterbatasan jumlah personil Satpol 

PP dalam mengurangi pelanggaran 

trantib 

Perlu ditambah personil Satpol PP 

untuk mengurangi pelanggaran trantib 

5. Kurangnya sinergitas Pemda, 

Pemdes dan TNI/Polri terkait 

pencegahan pelanggaran Ketertiban 

Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat 

Mengoptimalkan peran Kader Siaga 

Trantib dan Babinsa di desa dengan 

memanfaatkan Dana Desa. 

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Faktor Pendorong 



 
 

 

 

Sasaran Strategis 8 

Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib  
administrasi kependudukan 

 
 

  Sasaran strategis ke delapan ini 

merupakan salah satu upaya mencapai 

misi keenam sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu 

“Menciptakan stabilitas politik, 

pemerintahan, sosial, dan 

mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk 

dan tertib administrasi kependudukan”  dan juga untuk mencapai tujuan 

“Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi 

kependudukan”.  Untuk mengukur kinerja sasaran strategis tersebut digunakan 

indikator Persentase pertumbuhan penduduk. 

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan upaya pengendalian 

penduduk dan tertib administrasi kependudukan pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel III.58 
Capaian Kinerja Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Tertib 

Administrasi Kependudukan Tahun 2020 
 

Indikator Sasaran 

Target Realisasi 

% Capai - 
an 2020 

% Capai - 
an 2019 

% Capai - 
an 2018 

RPJMD 

2020 2020 
Target 
Akhir 
2021 

% Capai -  
an s/d 
2020 

1 2 3 
4= 3/2 
*100% 

5 6 7 
8=3/7*100

% 

Persentase 
Pertumbuhan 
Penduduk 

0,79 0,55  130,38 % 78,46 % 108,45 % 0,78 129,49 % 

Rata-rata Capaian 130,38 % 78,46 % 108,45 %   

Predikat 
Sangat 

Baik 
Sedang 

Sangat 
Baik 

  

 

Persentase pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 0,55 % menurun 

apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 0,79 %. Penurunan 

Sekolah siaga kependudukan 



 
 

 

ini justru menunjukkan adanya peningkatan kinerja karena indikator pertumbuhan 

penduduk merupakan indikator negatif dimana penurunan capaian menunjukkan 

meningkatnya kinerja yang telah dicapai. Sehingga capaian tahun 2020 sebesar 

130,38% dan mencapai 129,49 % dari target RPJMD tahun 2021.  Perbandingan 

kinerja sasaran Meningkatkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten 

Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional adalah 

sebagai berikut: 

 

Grafik III.6 

Perbandingan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rembang  

Tahun 2020 

 

 
 

Sumber : Data terolah dari Dindukcapil Rembang dan hasil sensus penduduk 2020 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan penduduk kabupaten 

Rembang berada di bawah laju pertumbuhan tingkat Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan 

tingkat pertumbuhan penduduk terhadap target RPJMD dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

0,55

1,17
1,25

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2020

Rembang Jateng Nasional 2010-2020



 
 

 

Grafik III.7 

 Persentase Pertumbuhan Penduduk Terhadap Target RPJMD  

Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 

 
 

Sumber : Laporan LKjIP Kabupaten terolah dari Dindukcapil Rembang 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Upaya Pengendalian 

Penduduk dan Tertib  Administrasi Kependudukan   di kabupaten Rembang 

didukung pula dengan beberapa pencapaian indikator dari OPD Dinsosppkb dan 

Dindukcapil sebagai OPD pengampu sebagai berikut: 

 

No. Indikator pendukung 

Tahun 2020 

Target Realisasi % Capaian Predikat 

1 Total fertility rate ( TFR ) 1,97 – 2,00 2,1 95,0 % 

Sangat 
tinggi 

2 
Persetase efektifitas penyelesaian 
layanan administrasi dukcapil 

98 – 99 % 98,52 % 99,51 % 

 
 

Realisasi dari indikator TFR tahun 2020 sebesar  2,1  dari target sebesar 2,0 

atau capaian sebesar 95,0% dari target yang ditetapkan.  Sedangkan realisasi dari 

indikator Meningkatnya tertib administrasi kependudukan mencapai 98,52 % dari 

target 99 % atau capaian sebesar 99,51 % dari target yang ditetapkan. Kegiatan – 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pengendalian penduduk dan tertib 

administrasi kependudukan adalah. 

1. Peningkatan pengendalian penduduk 

2. Pembinaan keluarga berencana 

0,84
0,77

0,71
0,80 0,79 0,780,81

0,71
0,65

0,79

0,55

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target RPJMD Realisasi



 
 

 

3. Pembinaan ketahanan keluarga sejahtera 

4. Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 

 

Adapun realisasi program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian 

sasaran ini adalah sebagai berikut. 

Tabel III.59 

Anggaran dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Upaya 

Pengendalian Penduduk dan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2020 

 

Program 
/Kegiatan 

Pagu Anggaran 
(Rp. ) 

Realisasi 
 (Rp. ) 

% Cap 
OPD 

pengampu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Program Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

7.046.619.208 6.234.579.292 88,48 DinsosPPKB 

Peningkatan Pengendalian Penduduk     

Pembinaan Keluarga Berencana     

Sarana dan Prasarana Pendukung KB     

Operasional Keluarga Berencana     

Program Keluarga Sejahtera 379.900.000 377.675.750 99,41 DinsosPPKB 

Ketahanan Keluarga     

     

Program Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

1.351.844.500 1.341.444.600 99,23 Dindukcapil 

Pembuatan, E-KTP, KIA, dan KK     

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang 
Kependudukan 

    

Program Pelayanaan Pencatatan Sipil 717.807.150 716.907.150 99,87 Dindukcapil 

Peningkatan Dan Pendekatan 
Pelayanan Akta kelahiran Dan 
kematian  

    

Fasilitasi Layanan Pernikahan Dan 
Perceraian Masy 

    

Program Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan Dan 
Pemanfaatan data 

422.205.433 420.953.045 99,70 Dindukcapil 

Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan  

    

Pemanfaatan Data Administrasi 
Kependudukan 

    

 

Total anggaran sebesar Rp 9.918.376.291 dengan realisasi Rp  

9.091.559.837 atau capaian realisasi anggaran  91,66 %.  Efisiensi anggaran 



 
 

 

berdasarkan realisasi terhadap anggaran yang mendukung pencapaian 

sasaran strategis sebesar  Rp  826.816.454,-  

 

Sehubungan dengan capaian kinerja sasaran strategis yang mencapai 

130,4% sebagaimana pada tabel terdahulu, maka dapatlah dihitung efektifitas 

capaian kinerja dari sasaran strategis ini dengan perhitungan sebagai berikut. 

Efektivitas 
= Capaian kinerja 

x  100 % 
   Target kinerja 

 

 
 130,38 

x  100 % = 130,38 % 
 100 

 

Sedangkan untuk menghitung efisiensi pemanfaatan anggaran maka 

dipergunakan perhingan sebagai berikut. 

Efisiensi = 100 %   --  
Realisasi biaya 

x  100 % 
  Target biaya 

 

 100 %   --  
9.091.559.837 

x  100 % = 8,34 % 
 9.918.376.291 

 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini terdapat beberapa faktor 

pendorong dan kendala dalam pencapaian target sasaran strategis ini.  Adapun 

faktor pendorong dan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Peningkatan upaya pembinaan keluarga berencana 

2. Peningkatan pembinaan kelompok tribina keluarga sejahtera 

3. Peningkatan dan Pendekatan Pelayanan Akta kelahiran Dan kematian 

 

Faktor Pendorong 



 
 

 

 

NO. FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

1. Adanya pandemi covid-19 

penyebabkan pembatasan 

pelayanan kontrasepsi MKPJ 

- Koordinasi antara DINSOSPPKB dengan 

Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan 

puskesmas tentang kebijakan pelayanan 

KB di masa Pandemi Covid-19 

- Pelayanan KB MKJP secara serentak 

melalui berbagai momentum seperti  TNI 

Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti 

Bhayangkara, Harlah Muslimat NU, Milad 

Aisyiyah, Hari Kartini, Hari Keluarga 

Nasional, Hari Juang Kartika, Hari 

Kontrasepsi Sedunia 

2. Keterbatasan SDM kader 

dalam upaya penggerakan 

KB dan konseling di lapangan 

Melibatkan PPKBD  dan Sub PPKBD   untuk 

membantu pemberian alat kontarsepsi PIL 

dan kondom kepada akseptor agar tidak 

terjadi putus pakai 

 
  

Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalah 



 
 

 

 

 

Sasaran Strategis:  9 

Meningkatkan Kedaulatan Pangan Berbasis Rumah Tangga yang 
Didukung oleh Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan 
Perikanan 

 

Sasaran strategis mewujudkan 

kedaulatan pangan merupakan salah satu 

upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana 

tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Meningkatkan Kedaulatan Pangan 

Berbasis Rumah Tangga yang Didukung 

oleh Peningkatan Produktivitas Sektor 

Pertanian dan Perikanan”. Kedaulatan 

pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Sedangkan 

ketahanan pangan dapat diartikan ketersediaan pangan dan kemampuan untuk 

mengaksesnya. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan 

konsumsi antar kelompok pangan. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : 

(1) padi-padian 50%, (2) umbi-umbian 6%, (3) pangan hewani (termasuk ikan) 12%, 

(4) minyak dan lemak 10%, (5) buah/biji berminyak 3%, (6) kacang-kacangan 5%, 

(7) gula 5%, (8) sayur dan buah 6%, serta (9) lain-lain 3%.  

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan 

penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah sehingga skor PPH menjadi 

indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator penting di bidang 

ketahanan pangan. Selain konsumsi, PPH biasanya juga digunakan untuk 

menghitung ketersediaan pangan.  

Adapun capaian kinerja sasaran mewujudkan kedaulatan pangan pada 

tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

  

Kampanye Gemarikan 



 
 

 

Tabel III.60 
Pencapaian Target Kinerja Terhadap Sasaran Mewujudkan Kedaulatan 

Pangan 

  

No 
Indikator 
Sasaran 

Tahun 2020 

% 
Capaia
n 2020 

% 
Capaia
n 2019 

% 
Capaia
n 2018 

RPJMD 

Targe
t 

Realisas
i 

Targe
t 

Akhir 
2021 

% 
Capaia
n s/d 
2020 

1. Skor PPH  86 87 101 100 99 87 100 

Predikat 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
  

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian Skor PPH tahun 2020 

sebesar 101% dengan angka realisasi 87 dari target 86. Capaian ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 

capaian sebesar 100% dan 99% pada tahun 2018, namun demikian capaiannya 

sangat baik selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan 

target di akhir RPJMD yang sebesar 87, maka capaian tahun 2020 telah mencapai 

100%. Adapun realisasi skor PPH dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah 

sebagai berikiut : 

Tabel III.61  
Perkembangan Skor PPH Tahun 2016 – 2020 

No Uraian  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Skor PPH  85,4 86,2 86,8 87,9 87,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Grafik III.8 
Perkembangan Skor PPH Tahun 2016 – 2020 

 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi skor PPH 

terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan kemudian turun di tahun 

2020. Pada tahun 2019 realisasi Skor PPH mencapai 87,9 kemudian realisasinya 

turun menjadi 87 di tahun 2020.  Realisasi skor PPH dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya pendidikan, kesadaran dan kemampuan/daya beli masyarakat 

terhadap kelompok pangan tersebut. Penurunan skor PPH pada tahun 2020 

disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan masyarakat yang 

menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemic covid 19. 

Pandemi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional namun 

juga berdampak terhadap ekonomi global. 

Selain untuk mengetahui kualitas konsumsi masyarakat, skor PPH juga 

dapat digunakan untuk merencanakan ketersedian pangan di suatu wilayah. Pola 

Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi 

pada Neraca Bahan Makanan (NBM), dimana  NBM merupakan tabel yang memuat 

informasi tentang situasi pengadaan pangan (Food Supply) dan penggunaan 

pangan (Food Utilization) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk 

dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Semakin 

tinggi angka skor PPH ketersedian, maka ketercukupan pangan di suatu wilayah 

semakin baik. Adapun capaian indikator skor PPH ketersediaan pada tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.62  
Capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan Tahun 2020 

Indikator Sasaran 
Target Realisasi Capaian 

(%) 
Predikat 

2020 2020 

1 2 3 4 5 

Skor PPH Ketersediaan  88,93 89,22 100,3 Sangat Baik 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian skor PPH ketersediaan  sebesar 

100,3 % dengan kategori capaian “sangat baik”. Sedangkan perkembangan 

capaian skor PPH ketersediaan selama kurun waktu tahun 2018-2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel III.63  
Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Ketersediaan 

Tahun 2018 – 2020 
 

No Uraian  2018 2019 2020 

1. Skor PPH Ketersediaan  90,69 89,54 89,22 

 

 
Grafik III.9 

Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2018 – 2020 

 

Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa skor PPH ketersediaan 

angkanya terus menurun pada tiga tahun terakhir, dimana skornya turun dari 90,69 

di tahun 2018 kemudian menjadi 89,54 di tahun 2019 dan 89,22 di tahun 2020. 

Walaupun skornya menurun pada tiga tahun terakhir, namun angka tersebut telah 

mencapai target dan termasuk kategori baik karena skor ideal untuk PPH adalah 

100. Penurunan skor PPH ketersediaan disebabkan karena produksi padi dan 

beberapa kelompok pangan juga mengalami penurunan, apalagi padi-padian 
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memiliki bobot terbesar pada perhitungan skor PPH. Adapun perkembangan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura selama tiga tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel III.64 
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura  

di Kabupaten Rembang 
Tahun 2018-2020 

 

No. Komoditas 

2018 2019 2020 

Luas 
panen 

Produksi 
Luas 

panen 
Produksi 

Luas 
panen 

Produksi 

(Ha) (ton) (Ha) (ton) (Ha) (ton) 

1. Padi 40.283       226.929  36.734 161.773 32.001 140.804 

2. Jagung 21.147 110.912 23.659 123.973 28.177 147.647 

3. Kedelai 1.924 2.684 2.034 2.807 247 341 

4. Ubi kayu 3.936 97.152       2.076         50.618          2.871         70.019  

5. Ubi jalar 218 3.138             35              903              38              992  

6. Bawang merah 200 1.371,9 142 971,6 159 1.088 

7. Cabe 2.019 7.969,30 1.757 2.556,80 1.913 4.218,1 

8. Mangga 4.700,57 51.271 7.302,54 79.969,70 11.012,00 81.245,60 

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi padi dan kedelai terus 

mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Penurunan produksi 

padi disebabkan karena ketersediaan air dan curah hujan yang rendah terutama 

pada musim tanam pertama (MT I) membuat petani gagal melakukan tutup tanam 

padi dan kemudian beralih ke komoditas jagung. Sedangkan penurunan produksi 

kedelai disebabkan karena turunnya minat petani untuk menanam kedelai yang 

dipicu rendahnya harga jual kedelai di pasaran, sehingga membuat petani enggan 

menanam kedelai dan berpindah ke komoditas lainnya seperti bawang merah atau 

cabe yang dinilai lebih menguntungkan. Sementara itu, umbi-umbian produksinya 

fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, produksi hortikultura sayur dan 

buah mengalami kenaikan di Tahun 2020, hal ini disebabkan karena tanaman 

hortikultura merupakan tanaman alternative yang ditanam petani karena kegagalan 

tanam padi.  

Upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman 

pertanian khususnya padi antara lain : 

1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian terkait sumber-sumber air 

untuk meningkatkan ketersediaan air; 



 
 

 

2. Memperbaiki manajemen pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi; 

3. Mendorong mekanisasi pertanian guna mengatasi kelangkaan dan mahalnya 

tenaga kerja serta melakukan efisiensi dalam budidaya pertanian dengan 

membentuk unit-unit Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA) pada 

tingkat kelompok tani/ gapoktan untuk melakukan fasilitasi bantuan alat mesin 

pertanian; 

4. Mendorong tumbuhnya pelaku usaha jasa gudang penyimpanan gabah dan 

pengeringan padi yang terintregasi dengan RMU (Rice Milling Unit). 

5. Mendorong peran BULOG guna menampung gabah/beras dari petani pada 

saat panen raya. 

Selain kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani juga 

diperhitungkan dalam skor PPH. Protein hewani tersebut berasal dari ternak 

maupun ikan. Perkembangan produksi daging dan telur dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel III.65 

Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Rembang  

Tahun 2018-2020 

NO Uraian 
Produksi (Kg) 

 Tahun 2018   Tahun 2019   Tahun 2020  

1 Daging 3.075.692 5.153.797 3.431.081 

2 Telur  803.480 1.476.621 898.524 

3 Susu 4.438 4.464 1.869 
 

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi daging, telur dan susu mengalami 

penurunan cukup drastis. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian tidak 

kondusif akibat dampak pandemic Covid 19 yang mempengaruhi jumlah 

pemotongan hewan dan permintaan konsumen. 

Sementara itu, produksi ikan mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 

2018 hingga 2020. Namun demikian peningkatan tersebut terjadi pada produksi 

ikan tangkap dan ikan payau, sedangkan ikan tawar justru turun produksinya. 

Adapun secara rinci perkembangan produksi ikan selama tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 



 
 

 

 

Tabel III.66 

Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2018-2020 

NO Uraian 
Produksi (Kg) 

 Tahun 2018   Tahun 2019   Tahun 2020  

1 Ikan tangkap      96.402.522     110.747.113     111.721.041  

2 Ikan Payau        4.826.582         5.126.939         5.286.210  

3 Ikan Tawar        1.460.175         1.325.381         1.302.746  

Jumlah (kg)    102.689.279     117.199.433     118.309.996  

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi ikan selalu mengalami 

peningkatan selama tiga tahun terakhir. Produksi tangkap dan ikan payau selalu 

mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga tahun, namun sebaliknya produksi 

ikan tawar selalu mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2018 produksinya 

mencapai 1.460.175 kg kemudian turun menjadi 117.199.433 di Tahun 2019 dan 

118.309.996 kg di Tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya 

peningkatan harga pakan ikan yang menyebabkan pembudidaya banyak 

menurunkan jumlah produksinya.  

Secara umum permasalahan dan kendala dalam mewujudkan kedaulatan 

pangan, antara lain : 

1. Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian yang disebabkan oleh 

ketersediaan air yang tidak memadai karena faktor curah hujan rendah; 

2. Menurunnya produksi ikan dan pengolahan ikan yang disebabkan pandemic 

covid 19;  

3. Semakin menyempitnya lahan pertanian oleh alih fungsi lahan; 

4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan penting 

pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 

5. Pertumbuhan permintaan pangan (pertumbuhan penduduk) yang lebih cepat 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyediaannya. 

6. Turunnya daya beli masyarakat karena dampak covid 19. 

 

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, 

antara lain: 

1. Meningkatkan ketersediaan air dengan pembangunan/rehab infrastruktur 

sumber-sumber air seperti embung, JITUT, long storage, dam parit dan sumur 



 
 

 

tanah dangkal; 

2. Penyediaan sarana pendukung pertanian seperti pupuk dan alat mesin 

pertanian; 

3. Pengendalian alih fungsi lahan (AFL) pertanian; 

4. Peningkatan profesionalisme SDM kelautan dan perikanan; 

5. Peningkatan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan produksi ikan 

tangkap dan budidaya; 

6. Melaksananakan tindakan preventif dan represif terhadap penanganan ikan 

dari penangkapan sampai tempat pengolahan ikan; 

7. Meningkatkan produk olahan ikan melalui diversifikasi produk olahan hasil 

perikanan; 

8. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan 

seluruh stakeholder. 

9. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pangan 

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 

10. Melaksanakan penyuluhan diversifikasi dan pola konsumsi pangan; 

11. Pembinaan peningkatan mutu dan keamanan pangan; 

12. Festival dan pameran diversifikasi pangan; 

13. Pengembangan lumbung pangan desa/masyarakat; 

14. Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan 

aktualisasi pemanfaatan lahan pekarang secara optimal untuk pengembangan 

ketersediaan pangan yang beranekaragam di setiap rumah tangga. 

Adapun program yang mendukung sasaran strategis mewujudkan 

kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III.67 

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan 

No. Program 

Jumlah 

Anggaran 

Perubahan TA. 

2020 (Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Capaian 

Keuangan 

(%) 

Efisensi 

(%) 

1 Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan  

      536.963.500      517.004.500  96,28 3,72 

2 Program Bina Usaha 
dan Peningkatan 
Daya Saing Perikanan 

           

141.900.000  

      

126.912.000  

89,44 10,56 



 
 

 

No. Program 

Jumlah 

Anggaran 

Perubahan TA. 

2020 (Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Capaian 

Keuangan 

(%) 

Efisensi 

(%) 

 Jumlah 678.863.500 643.916.500   

 

Dengan melihat dukungan program dalam mencapai sasaran strategis, maka dapat 

dilakukan penghitungan efisiensi berdasarkan jumlah total anggaran yang 

mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 678.863.500,- dibandingkan 

dengan realisasi terhadap jumlah keseluruhan program yang mencapai Rp. 

643.916.500,- sehingga terdapat efisiensi anggaran yang mencapai        

Rp. 34.947.000. 

 

 

C.  AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Dalam rangka untuk mencapai pencapaian target kinerja sebanyak 9 

sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2020 maka besaran alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk setiap 

sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
 
 
 
 



 
 

 

Tabel III.68 

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis 

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020  

 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Tahun 2020 

program 

Anggaran Tahun 2020 

target realisasi % pagu realisasi % 

1 Mewujudkan 
Good 
Governance 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

70  NA    Program Peningkatan Kualitas 
pelayaan Publik, Kinerja Aparatur dan 
penataan Kelembagaan 

605.183.784 595.941.920 98,47 

            Program Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

2.055.301.690 1.869.096.286 90,94 

            Program Perencanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah 

1.542.372.850 1.531.784.650 99,31 

            Program Perencanaan Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat 

320.046.910 317.033.660 99,06 

            Program Perencanaan Pembangunan 
Ekonomi 

323.685.000 323.685.000 100,00 

      Program Penelitian dan 
Pengembangan Serta Penerapan 
IPTEK 

397.148.600 396.648.600 99,87 

      Program Pengelolaan Akuntansi dan 
Pelaporan 

541.930.231 531.977.302 98,16 

      Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

2.315.000.000 2.274.405.891 98,25 

      Program Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

3.161.077.320 3.072.497.112 97,20 

      Program Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

3.836.312.648 3.265.279.755 85,12 

      Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

7.093.874.000 6.853.125.100 96,61 

      Program Peningkatan Profesionalisme 
Tenaga Pemeriksa dan Aparat 
Pengawasan 

161.750.000 131.357.226 81,21 

      Program Peningkatan Kapasitas 
Sumberdaya  Aparatur 

2.331.182.410 1.795.451.218 77,02 

      Program Pembinaan Kesejahteraan 
dan Informasi Kepegawaian 

801.171.600 750.328.926 93,65 



 
 

 

      Program Peningkatan Kinerja 
Pemerintahan, Pembangunan, 
Pembinaan Kemasyarakatan dan 
Ketentraman Masyarakat 

8.427.426.065 7.902.155.214 93,77 

      Program Pelayanan dan Penataan 
Aparatur 

928.135.708 845.332.032 91,08 

      Program Manajemen Administrasi 
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 
Keuangan Perangkat Daerah 

61.089.804.888 56.220.098.040 92,03 

      Program Peningkatan Keterbukaan 
Informasi Publik 

369.482.050 310.189.350 83,95 

      Program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan pada BLUD 
RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 

124.838.796.734 136.067.091.079 108,99 

      Program Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

1.351.844.500 1.341.444.600 99,23 

      Program Pengembangan E-
Government 

1.540.290.000 1.379.374.960 89,55 

      Program Pengembangan Informasi 
dan Pengelolaan Komunikasi Publik 

331.356.311 289.466.400 87,36 

      Program Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral 

147.123.750 113.614.740 77,22 

      Program Pelayanan Perpustakaan 263.310.000 263.310.000 100,00 

      Program Legislasi Daerah 9.043.223.000 7.310.942.785 80,84 

      Program Peningkatan Pengawasan 
dan Penganggaran Pembangunan 
Daerah 

8.352.471.000 7.283.088.896 87,20 

      Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Persandian Daerah 

84.800.000 82.568.792 97,37 

      Program Pengelolaan Kearsipan 69.213.700 69.213.700 100,00 

      Program Peningkatan Kebijakan 
Bidang Pemerintahan 

1.806.806.121 1.777.838.578 98,40 

      Program Penyusunan Produk Hukum 
dan Penyebaran Informasi Hukum 

945.209.561 922.717.954 97,62 

      Program Penanganan Permasalahan 
Hukum Pemerintah Daerah 

807.009.045 782.861.116 97,01 

      Program Peningkatan Pelayanan 
Informasi dan Kehumasan 

2.425.358.074 2.387.052.566 98,42 

      Program Perumusan Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi Daerah 

2.177.860.198 2.158.333.435 99,10 

      Program Pengendalian Pembangunan 
dan Fasilitasi Layanan Pengadaan 

941.697.628 919.214.200 97,61 

      Program Peningkatan Pelayanan 
Kebijakan Kehidupan Mental 

21.208.884.129 20.543.092.612 96,86 



 
 

 

Spritual/Kemasyarakatan 

      Program Perencanaan Infrastruktur 
dan Pengembangan Wilayah 

303.757.700 303.266.055 99,84 

2 Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

 Persentase 
Angka 
Kemiskinan 

12,18-

13,18% 

15,60% 76,97%  Program Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

102.800.000,00 102.750.000,00 99,95 

      Program Rehabilitasi dan Jaminan 
Sosial 

802.148.580,00 791.693.559,00 98,70 

      Program Pemberdayaan Ekonomi 
Perempuan 

101.451.000,00  97.526.000,00  96,13  

      Program Peningkatan SDM dan 
Penyuluhan Pertanian 

551.360.000,00  549.170.425,00  99,60  

      Program Pengembangan Perikanan 
Tangkap 

10.249.115.666,00  10.214.027.647,00  99,66  

      Program Perluasan Kesempatan 
Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

787.398.821,00  700.135.168,00  88,92  

      Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan UMKM 

564.820.720,00  490.320.900,00  86,81  

  Pertumbuhan 
Ekonomi (PE) 

5,5-6,0 -1,49 -2980,00% Program Peningkatan SDM dan 
Penyuluhan Pertanian 

551.360.000,00 549.170.425,00 99,60 

    Persentase 
kontribusi 
PDRB sektor 
pertanian, 
kehutanan 
dan perikanan 

24-25 25,1 104,58 Program Peningkatan Kualitas Bahan 
Baku 

77.080.000,00 76.480.000,00 99,22 

            Program Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Pertanian 

12.130.485.300,00 11.412.395.950,00 94,08 

            Program Pengembangan Agribisnis 
Peternakan 

776.350.718,00 747.244.010,00 96,25 

            Program Pengembangan Agribisnis 
Pertanian 

500.855.000,00 493.770.881,00 98,59 

            Program Pengembangan Agribisnis 
Perkebunan 

698.460.000,00 682.186.700,00 97,67 

            Program Pengembangan  Perikanan 
Tangkap  

10.249.115.666,00 10.214.027.647,00 99,66 

            Program Pengembangan  Perikanan 
Budidaya dan Garam  

966.349.250,00 936.490.830,00 96,91 



 
 

 

    Persentase 
pertumbuhan 
PDRB sektor 
perdagangan 

6,63 13,48 203,31 Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan Koperasi 

373.083.000,00 346.605.468,00 92,90 

            Program Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Distribusi Perdagangan 

1.705.291.130,00 1.679.375.340,00 98,48 

            Program Peningkatan dan 
Pengembangan Usaha Perdagangan 

3.313.991.685,00 3.211.352.062,00 96,90 

    Persentase 
pertumbuhan 
PDRB sektor 
industri 
pengolahan 

6,45 34,52 535,19 Program Pemberdayaan dan 
Pengembangan Industri 

338.042.500,00 314.858.500,00 93,14 

    Kontribusi 
sektor industri 
pengolahan 
terhadap 
PDRB (%) 

22,2 23,15 104,28 Program Perluasan Kesempatan 
Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

787.398.821,00 700.135.168,00 88,92 

3 Meningkatkan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks 
Kualitas Air 
(IKA) 

56,03 50 89,23 Program Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

502.005.470 463.719.920 92,37 

    

Indeks 
Kualitas 
Udara (IKU) 

88,18 89,68 101,7 Program Pengelolaan Sampah, 
Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun, dan Peningkatan Kapasitas 

3.103.590.996 2.859.616.000 92,14 

    
Luas Tutupan 
Lahan (Ha) 

36.728,34 41.459 112,88 Program Penataan dan Penaatan 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

259.518.950 229.088.650 88,27 

4 Meningkatkan 
perekonomian 
daerah 

Persentase 
Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
(%) 

5-7 14,94 249,07 Program Peningkatan Promosi dan 
Iklim Investasi 

194.538.197,00 182.839.702,00 93,99 

    Realisasi 
investasi baru 
PMA dan 
PMDN (Rp. T) 

9 9,23 102,56 Program Pelayanan dan 
Penegndalian Perizinan 

462.464.499,00 429.907.064,00 92,96 

    Persentase 
pertumbuhan 
industri kreatif 
(%) 

1,2 0,06 5,01 Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan UMKM 

564.820.720,00 490.320.900,00 86,81 

            Program Pengembangan Industri 
Kreatif 

186.872.000,00 169.926.300,00 90,93 



 
 

 

    Persentase 
Pertumbuhan 
Nilai Realisasi 
Hasil Obyek 
Wisata 

5%-10% -53,39 0 Pengembangan Nilai Budaya 2.009.282.000,00 1.979.249.187,00 98,51 

    Nilai Realisasi 
Hasil Obyek 
Wisata 

7,044 M 3,227 M 45,82% Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata 

1.379.300.000,00 1.370.466.490,00 99,35 

            Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.371.749.000,00 2.344.905.231,00 53,64 

5 Meningkatkan 
kualitas dan 
pemerataan  
infrastruktur 
daerah 

Indeks 
infrastruktur 

69,26 69,87 100,88%         

    Persentase 
aksebilitas 
pusat kegiatan 
wilayah 

70 71,2 101,7 Program Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

52.568.210.356,00 38.516.401.941,00 73,27 

    

Persentase 
ketersediaan 
air baku 

35 35 100 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, 
dan Jaringan Pengairan Lainnya serta 
Konservasi Sungai, danau dan 
Sumber Daya Air Lainnya 

9.603.876.700,00 8.117.906.710,00 84,53 

    Rasio 
pemanfaatan 
tata ruang 

80 83 103,5 Program perencanaan, Pemanfaatan 
dan Pengendalian Pemanfaatan Tata 
Ruang  

371.076.350,00 366.116.605,00 98,66 

    Persentase 
rumah tangga 
yang 
mendapatkan 
akses layanan 
dasar 

90 93,5 103,88 Program Pengembangan Kawasan 
Pemukiman 

220.179.000,00 153.807.808,00 69,86 

    

        

Program Pengembangan Perumahan 
dan Bangunan Gedung 

4.293.670.347,00 3.424.516.195,00 79,76 

    
Indeks Akses 
Transportasi 

66,3 61,42 92,63         

6 Meningkatkan 
Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 

70,96 70,02 98,67% Program Pemerataan Akses dan 
Peningkatan Kualitas Layanan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal 

5.128.780.000 4.437.745.000 86,53 



 
 

 

    Angka rata-
rata lama 
sekolah 

7,7 7,16 92,98 Program Pemerataan Akses dan 
Peningkatan Kualitas Layanan 
Pendidikan Sekolah Dasar 

24.008.604.000 23.868.824.000 99,42 

    
Angka 
harapan lama 
sekolah 

12,4 12,11 97,66 Program Pemerataan Akses dan 
Peningkatan Kualitas Layanan 
Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama 

10.205.810.000 9.916.864.000 97,17 

    Angka 
Harapan 
Hidup 

74,3 74,55 100,34% Program Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 

28.730.185.000 28.470.300.000 99,10 

    Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

87,3 86,85 99,50% Program Pembinaan dan 
Pengembangan Pemuda dan 
Olahraga 

1.746.194.000 1.506.307.000 86,26 

    Indeks 
Capaian 
Kabupaten 
Layak Anak 

725-760 720 99,30% Program Kesehatan Keluarga dan 
Gizi Masyarakat 

1.187.411.100 1.075.962.490 90,61 

            Program promosi kesehatan dan  
pemberdayaan masyarakat 

219.000.000 109.337.500 49,93 

            Program kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan kesehatan 
olahraga 

216.600.000 204.868.000 94,58 

            Program Peningkatan  Kualitas 
Pelayanan  Kesehatan dan  Jaminan 
Kesehatan Nasional  

93.163.732.791 77.862.804.293 83,58 

            Program Peningkatan Sarana  
Prasarana, Peyediaan Obat, 
Perbekalan Kesehatan  serta 
Pengawasan Obat dan Makanan 

15.944.675.280 15.773.262.367 98,92 

            Program Peningkatan Sumber Daya 
Manusia Bidang Kesehatan dan 
Sistem Informasi Kesehatan 

1.017.607.000 8.572.956.130 842,46 

            Program pencegahan penyakit 
menular dan tidak menular 

9.372.207.495 8.572.956.130 91,47 

            Program Peningkatan Kualitas Sarana 
dan Prasarana Rumah Sakit 

5.937.851.000 5.745.234.049 96,76 

            Program peningkatan kualitas hidup 
dan perlindungan perempuan dan 
anak 

468.237.000 454.598.000 97,09 



 
 

 

7 Meningkatkan 
kondisivitas 
dan stabilitas 
politik dan 
ketentraman 
serta 
ketertiban 
masyarakat 
untuk 
menjamin 
keamanan 
masyarakat 

Persentase 
penanganan 
gangguan 
stabilitas dan 
ketertiban 
sosial 

50-60 75 125% Program Pendidikan Politik 
Masyarakat dan Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

1.124.648.000 1.107.834.550 98,51 

    Persentase 
partisipasi 
politik 
masyarakat 

74% 60% 81,08 Program Penegakan Produk Hukum 
Daerah dan Pemeliharaan 
Kamtramtibmas 

1.321.902.197 1.131.564.700 85,60 

    Persentase 
penurunan 
gangguan 
terhadap 
keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat 

15 20 66,67% Program Kesiagaan, Pencegahan 
Bahaya Kebakaran dan Perlindungan 
Masyarakat 

1.008.459.703 956.196.475 94,82 

            Program Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Penanggulangan 
Bencana 

1.171.446.708 1.052.027.250 89,81 

            Program Penyelenggaraan 
Penanganan Darurat Logistik 

1.018.649.000 990.698.050 97,26 

            Program Penyelenggaraan 
Rehabilitasi dan Rekronstruksi 
Penanganan Bencana 

1.209.319.850 1.179.218.000 97,51 

8 Meningkatkan 
upaya 
pengendalian 
penduduk dan 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Persentase 
Pertumbuhan 
Penduduk 

0,79 0,55 130,38% Program Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

7.046.619.208 6.234.579.292 88,48 

    Total fertility 
rate ( TFR ) 

1,97 – 
2,00 2,1 95,00% 

Program Keluarga Sejahtera 379.900.000 377.675.750 99,41 



 
 

 

 
 
 

    
Persetase 
efektifitas 
penyelesaian 
layanan 
administrasi 
dukcapil 98 – 99 % 98,52% 99,51% 

Program Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

1.351.844.500 1.341.444.600 99,23 

            Program Pelayanaan Pencatatan Sipil 717.807.150 716.907.150 99,87 

            Program Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan Dan 
Pemanfaatan data 

422.205.433 420.953.045 99,70 

9 Meningkatkan 
Kedaulatan 
Pangan 
Berbasis 
Rumah 
Tangga yang 
Didukung oleh 
Peningkatan 
Produktivitas 
Sektor 
Pertanian dan 
Perikanan 

Skor PPH  86 87 101 Program Peningkatan Ketahanan 
Pangan  

536.963.500 517.004.500 96,28 

    Skor PPH 
Ketersediaan  

88,93 89,22 100,3 

Program Bina Usaha dan Peningkatan 
Daya Saing Perikanan 

141.900.000 126.912.000 89,44 

    Skor PPH 
Konsumsi 86,8 87 100,2 

        



 

 

Informasi Kinerja Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dari 

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited. Secara garis besar 

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dikaji melalui Sisi 

Pendapatan, Sisi Belanja dan Sisi Pembiayaan. 

A. PENDAPATAN 

Capaian Keuangan pada Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi 

dan capaian sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.69  
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI 
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 

PENDAPATAN 1.867.686.369.423,00  1.877.911.859.965,50  10.225.490.542,50  100,55  

      

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

292.142.773.423,00  326.653.214.400,50  34.510.440.977,50  111,81  

Pendapatan Pajak 
Daerah 

80.026.500.000,00  87.544.136.466,00  7.517.636.466,00  109,39  

Hasil Retribusi 
Daerah 

14.721.396.775,00  16.353.234.140,00  1.631.837.365,00  111,08  

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

10.840.309.000,00  11.961.666.343,00  1.121.357.343,00  110,34  

Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

186.554.567.648,00  210.794.177.451,50  24.239.609.803,50  112,99  

      

DANA 
PERIMBANGAN 

1.022.967.423.000,00  1.012.352.994.244,00  (10.614.428.756,00) 98,96  

Dana Transfer 
Umum 

787.373.341.000,00  781.268.636.918,00  (6.104.704.082,00) 99,22  

Dana Transfer 
Khusus 

235.594.082.000,00  231.084.357.326,00  (4.509.724.674,00) 98,09  

      

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG 
SAH 

552.576.173.000,00  538.905.651.321,00  (13.670.521.679,00) 97,53  

Pendapatan Hibah 71.595.695.000,00  71.305.442.717,00  (290.252.283,00) 99,59  



 

 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI 
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

Dana Bagi Hasil 
Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

105.622.999.000,00  97.043.873.316,00  (8.579.125.684,00) 91,88  

Dana Penyesuaian 
dan Otonomi 
Khusus 

356.270.479.000,00  356.270.479.000,00  0,00  100,00  

Bantuan Keuangan 
dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

19.087.000.000,00  14.285.856.288,00  (4.801.143.712,00) 74,85  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, target Anggaran Pendapatan 

Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp.1.867.686.369.423,00 

dengan realisasi sebesar Rp.1.877.911.859.965,50 sehingga dapat dihitung 

persentase capaiannya sebesar 100,55%.  

Apabila dilihat dari segi proporsi realisasi pada masing - masing komponen 

Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase proporsi 

sebesar 17,39%, Dana Perimbangan dengan persentase proporsi sebesar 53,91% 

dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan persentase proporsi sebesar 

28,70%. Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 

dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik III.10 
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2020 
 

 

  Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
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Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, target Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 292.142.773.423,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 326.653.214.400,50 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya 

sebesar 111,81 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen Pajak 

Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 87.544.136.466,00 dan persentase proporsi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,80%, Retribusi Daerah 

dengan realisasi sebesar Rp. 16.353.234.140,00 dan persentase proporsi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,01%, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp. 

11.961.666.343,00 dan persentase proporsi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebesar 3,66%, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan 

realisasi sebesar Rp. 210.794.177.451,50 dengan persentase proporsi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 64,53%. 

Adapun Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 

2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik III.11 
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun Anggaran 2020 

 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun 

Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Pendapatan Asli 

26,80%

5,01%

3,66%
64,53%

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



 

 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel III.70 
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 
 

URAIAN 
REALISASI 

TAHUN 2018 
REALISASI 

TAHUN 2019 
REALISASI TAHUN 
2020 UNAUDITED 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 1.785.911.075.230,15 1.821.899.884.311,31 1.877.911.859.965,50 

     

PENDAPATAN ASLI DAERAH 296.676.436.263,15 308.445.489.137,31 326.653.214.400,50 

Pendapatan Pajak Daerah 100.438.352.553,00 100.695.231.898,00 87.544.136.466,00 

Hasil Retribusi Daerah 21.441.590.432,00 19.033.999.790,00 16.353.234.140,00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

18.775.303.058,00 10.840.310.633,00 11.961.666.343,00 

Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

156.021.190.220,15 177.875.946.816,31 210.794.177.451,50 

     

DANA PERIMBANGAN 1.071.215.246.998,00 1.051.964.945.792,00 1.012.352.994.244,00 

Dana Transfer Umum 812.596.054.494,00 838.539.540.291,00 781.268.636.918,00 

Dana Transfer Khusus 258.619.192.504,00 213.425.405.501,00 231.084.357.326,00 

     

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

418.019.391.969,00 461.489.449.382,00 538.905.651.321,00 

Pendapatan Hibah 56.967.950.020,00 66.782.874.842,00 71.305.442.717,00 

Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

105.216.144.949,00 107.361.335.445,00 97.043.873.316,00 

Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

229.010.130.000,00 258.436.412.000,00 356.270.479.000,00 

Bantuan Keuangan dari Provinsi 
atau Pemerintah Daerah 
Lainnya 

26.825.167.000,00 28.908.827.095,00 14.285.856.288,00 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi 

Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan yang 

dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 dampak melemahnya sektor ekonomi di 

tengah pandemic Covid-19,  berimbas dengan penurunan penerimaan daerah, 

terutama pajak daerah dan retribusi daerah, sektor yang paling terdampak adalah 

pajak restoran dan pajak hotel. Adapun pajak mineral bukan logam dan batuan 



 

 

juga terdampak besar karena adanya penurunan sektor ekonomi yang 

mengakibatkan penurunan permintaan akan suplai mineral bukan logam dan 

batuan sehingga sangat berpengaruh terhadap persentase kenaikan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun demikian pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) secara keseluruhan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 

dan Tahun 2019 tetap mengalami kenaikan  karena didukung oleh sektor Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah  

Secara rinci Grafik perkembangan realisasi masing - masing komponen 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat 

pada grafik berikut : 

Grafik III.12 
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 
 

 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan dari 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, hal ini di 

imbangi dengan realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun 
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Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 yang mengalami peningkatan. 

Sedangkan dilihat dari komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami 

peningkatan bila disajikan secara keseluruhan. 

Sedangkan apabila dilihat dari segi persentase proporsi Pendapatan Daerah, 

persentase proporsi Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2018 sebesar 

59,98% pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 

53,91%, sedangkan persentase proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Tahun Anggaran 2018 sebesar 16,61% pada Tahun Anggaran 2020 mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 17,39%. Dengan semakin menurunnya persentase 

proporsi Dana Perimbangan dan dengan meningkatnya persentase proporsi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Kemampuan Fiskal 

Pemerintah Kabupaten Rembang semakin meningkat dan ketergantungan 

Pemerintah Kabupaten Rembang akan Anggaran Transfer (Dana Perimbangan) 

dari Pemerintah Pusat semakin berkurang. 

Secara rinci Grafik perkembangan persentase proporsi Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik III.13  
Perkembangan Persentase Proporsi Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 
 

 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
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B. BELANJA 

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2020 

menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.898.661.797.240,00 dengan 

realisasi serapan sebesar Rp. 1.830.480.148.462,20 sehingga dapat dihitung 

persentase capaiannya sebesar 96,41. Secara rinci realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan format sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tersaji pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel III.71 
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI  
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 

      

BELANJA 1.898.661.797.240,00  1.830.480.148.462,20  (68.181.648.777,80) 96,41  

      

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.207.714.292.445,00  1.179.233.499.336,00  (28.480.793.109,00) 97,64  

Belanja Pegawai 645.866.898.955,00  622.214.863.606,00  (23.652.035.349,00) 96,34  

Belanja Bunga 1.631.632.000,00  1.110.103.113,00  (521.528.887,00) 68,04  

Belanja Subsidi 6.600.000.000,00  6.597.500.000,00  (2.500.000,00) 99,96  

Belanja Hibah 87.141.810.000,00  83.830.192.000,00  (3.311.618.000,00) 96,20  

Belanja Bantuan Sosial 4.079.720.000,00  3.811.670.000,00  (268.050.000,00) 93,43  

Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa 

12.357.333.100,00  12.357.333.100,00  0,00  100,00  

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, 
Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

392.677.638.587,00  392.584.621.600,00  (93.016.987,00) 99,98  

Belanja Tidak Terduga 57.359.259.803,00  56.727.215.917,00  (632.043.886,00) 98,90  

      

BELANJA LANGSUNG 690.947.504.795,00  651.246.649.126,20  (39.700.855.668,80) 94,25  

Belanja Pegawai 233.014.829.668,00  228.108.481.303,00  (4.906.348.365,00) 97,89  

Belanja Barang dan Jasa 279.892.922.125,00  269.014.726.965,20  (10.878.195.159,80) 96,11  

Belanja Modal 178.039.753.002,00  154.123.440.858,00  (23.916.312.144,00) 86,57  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

  



 

 

Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 

1.207.714.292.445,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.179.233.499.336,00 

sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 97,64 %. Sedangkan 

pada Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 690.947.504.795,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 651.246.649.126,20 sehingga dapat dihitung 

persentase capaiannya sebesar 94,25 %. 

Dari realisasi Belanja Daerah di atas dapat dihitung persentase proporsi 

masing - masing komponen pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 

2020 dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

Grafik III.14 
Proporsi Belanja Tidak Langsung 

Tahun Anggaran 2020 

 
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Sedangkan untuk persentase proporsi masing - masing komponen pada 

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan format sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan rincian 

sebagaimana tersaji pada grafik berikut : 
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Grafik III.15 
Proporsi Belanja Langsung 

Tahun Anggaran 2020 
 

 
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2018 

s/d Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel III.72  
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 
 

URAIAN 
REALISASI TAHUN 

2018 
REALISASI TAHUN 

2019 
REALISASI TAHUN 2020 

UNAUDITED 

1 2 3 4 

BELANJA 1.814.662.262.214,36 1.863.502.828.110,13 1.830.480.148.462,20 

     

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.064.012.361.865,16 1.122.949.019.444,00 1.179.233.499.336,00 

Belanja Pegawai 648.104.050.822,16 662.778.873.449,00 622.214.863.606,00 

Belanja Bunga 1.468.870.443,00 1.964.064.583,00 1.110.103.113,00 

Belanja Subsidi 0,00 0,00 6.597.500.000,00 

Belanja Hibah 55.764.388.000,00 50.515.064.812,00 83.830.192.000,00 

Belanja Bantuan Sosial 8.333.700.000,00 8.093.600.000,00 3.811.670.000,00 

Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa 

10.765.819.900,00 11.944.474.900,00 12.357.333.100,00 

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 
Desa dan Partai Politik 

339.575.532.700,00 387.652.941.700,00 392.584.621.600,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 56.727.215.917,00 

     

BELANJA LANGSUNG 750.649.900.349,20 740.553.808.666,13 651.246.649.126,20 

Belanja Pegawai 177.563.757.707,00 202.176.927.613,00 228.108.481.303,00 

Belanja Barang dan Jasa 263.637.636.747,20 331.305.451.674,13 269.014.726.965,20 

Belanja Modal 309.448.505.895,00 207.071.429.379,00 154.123.440.858,00 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
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C. PEMBIAYAAN 

Pada Tahun Anggaran 2020, Target Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

Daerah sebesar Rp. 120.143.795.817,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

68.525.861.116,80 sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 57,04 

%. Sedangkan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 

89.168.368.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.750.095.000,00 sehingga 

dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 56,91%. 

Secara rinci realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

Anggaran 2020 sesuai dengan format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut : 

 
 

Tabel III.73 
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI 
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 

PEMBIAYAAN DAERAH     

     

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 120.143.795.817,00  68.525.861.116,80  (51.617.934.700,20) 57,04  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

40.143.795.817,00  40.143.475.816,80  (320.000,20) 100,00  

Penerimaan Pinjaman Daerah 80.000.000.000,00  28.382.385.300,00  (51.617.614.700,00) 35,48  

     

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

89.168.368.000,00  50.750.095.000,00  (38.418.273.000,00) 56,91  

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah 

5.300.000.000,00  5.300.000.000,00  0,00  100,00  

Pembayaran Pokok Utang 83.868.368.000,00  45.450.095.000,00  (38.418.273.000,00) 54,19  

     

PEMBIAYAAN NETTO 30.975.427.817,00  17.775.766.116,80  (13.199.661.700,20) 57,39  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Secara utuh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Unaudited (sebelum dilakukan 

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah) dengan rincian sebagai berikut : 



 

 

Tabel III.74 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2020 Unaudited 
 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI 
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 

PENDAPATAN 1.867.686.369.423,00  1.877.911.859.965,50  10.225.490.542,50  100,55  

      

PENDAPATAN ASLI DAERAH 292.142.773.423,00  326.653.214.400,50  34.510.440.977,50  111,81  

Pendapatan Pajak Daerah 80.026.500.000,00  87.544.136.466,00  7.517.636.466,00  109,39  

Hasil Retribusi Daerah 14.721.396.775,00  16.353.234.140,00  1.631.837.365,00  111,08  

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

10.840.309.000,00  11.961.666.343,00  1.121.357.343,00  110,34  

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah 

186.554.567.648,00  210.794.177.451,50  24.239.609.803,50  112,99  

      

DANA PERIMBANGAN 1.022.967.423.000,00  1.012.352.994.244,00  (10.614.428.756,00) 98,96  

Dana Transfer Umum 787.373.341.000,00  781.268.636.918,00  (6.104.704.082,00) 99,22  

Dana Transfer Khusus 235.594.082.000,00  231.084.357.326,00  (4.509.724.674,00) 98,09  

      

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

552.576.173.000,00  538.905.651.321,00  (13.670.521.679,00) 97,53  

Pendapatan Hibah 71.595.695.000,00  71.305.442.717,00  (290.252.283,00) 99,59  

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

105.622.999.000,00  97.043.873.316,00  (8.579.125.684,00) 91,88  

Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 

356.270.479.000,00  356.270.479.000,00  0,00  100,00  

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya 

19.087.000.000,00  14.285.856.288,00  (4.801.143.712,00) 74,85  

     

BELANJA 1.898.661.797.240,00  1.830.480.148.462,20  (68.181.648.777,80) 96,41  

      

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.207.714.292.445,00  1.179.233.499.336,00  (28.480.793.109,00) 97,64  

Belanja Pegawai 645.866.898.955,00  622.214.863.606,00  (23.652.035.349,00) 96,34  

Belanja Bunga 1.631.632.000,00  1.110.103.113,00  (521.528.887,00) 68,04  

 6.600.000.000,00  6.597.500.000,00  (2.500.000,00) 99,96  

Belanja Hibah 87.141.810.000,00  83.830.192.000,00  (3.311.618.000,00) 96,20  

Belanja Bantuan Sosial 4.079.720.000,00  3.811.670.000,00  (268.050.000,00) 93,43  

Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa 

12.357.333.100,00  12.357.333.100,00  0,00  100,00  

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 
Desa dan Partai Politik 

392.677.638.587,00  392.584.621.600,00  (93.016.987,00) 99,98  

Belanja Tidak Terduga 57.359.259.803,00  56.727.215.917,00  (632.043.886,00) 98,90  

      

BELANJA LANGSUNG 690.947.504.795,00  651.246.649.126,20  (39.700.855.668,80) 94,25  

Belanja Pegawai 233.014.829.668,00  228.108.481.303,00  (4.906.348.365,00) 97,89  

Belanja Barang dan Jasa 279.892.922.125,00  269.014.726.965,20  (10.878.195.159,80) 96,11  

Belanja Modal 178.039.753.002,00  154.123.440.858,00  (23.916.312.144,00) 86,57  

     

SURPLUS / (DEFISIT) (30.975.427.817,00) 47.431.711.503,30  78.407.139.320,30  (153,13) 



 

 

URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI 
BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

(%) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 

     

PEMBIAYAAN DAERAH     

     

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

120.143.795.817,00  68.525.861.116,80  (51.617.934.700,20) 57,04  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

40.143.795.817,00  40.143.475.816,80  (320.000,20) 100,00  

Penerimaan Pinjaman Daerah 80.000.000.000,00  28.382.385.300,00  (51.617.614.700,00) 35,48  

     

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

89.168.368.000,00  50.750.095.000,00  (38.418.273.000,00) 56,91  

Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

5.300.000.000,00  5.300.000.000,00  0,00  100,00  

Pembayaran Pokok Utang 83.868.368.000,00  45.450.095.000,00  (38.418.273.000,00) 54,19  

     

PEMBIAYAAN NETTO 30.975.427.817,00  17.775.766.116,80  (13.199.661.700,20) 57,39  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Unaudited 

 

Adapun sebagai perbandingan secara utuh, Realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 beserta 

persentase kenaikan rata-rata dengan rinci sebagaimana tersaji pada tabel 

sebagai berikut: 

 
Tabel III.75 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 

 

URAIAN 
REALISASI TAHUN 

2018 
REALISASI TAHUN 

2019 
REALISASI TAHUN 2020 

UNAUDITED 

1 2 3 4 

    

PENDAPATAN 1.785.911.075.230,15 1.821.899.884.311,31 1.877.911.859.965,50 

     

PENDAPATAN ASLI DAERAH 296.676.436.263,15 308.445.489.137,31 326.653.214.400,50 

Pendapatan Pajak Daerah 100.438.352.553,00 100.695.231.898,00 87.544.136.466,00 

Hasil Retribusi Daerah 21.441.590.432,00 19.033.999.790,00 16.353.234.140,00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

18.775.303.058,00 10.840.310.633,00 11.961.666.343,00 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 156.021.190.220,15 177.875.946.816,31 210.794.177.451,50 

     

DANA PERIMBANGAN 1.071.215.246.998,00 1.051.964.945.792,00 1.012.352.994.244,00 

Dana Transfer Umum 812.596.054.494,00 838.539.540.291,00 781.268.636.918,00 

Dana Transfer Khusus 258.619.192.504,00 213.425.405.501,00 231.084.357.326,00 

     

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 
SAH 

418.019.391.969,00 461.489.449.382,00 538.905.651.321,00 



 

 

URAIAN 
REALISASI TAHUN 

2018 
REALISASI TAHUN 

2019 
REALISASI TAHUN 2020 

UNAUDITED 

1 2 3 4 

Pendapatan Hibah 56.967.950.020,00 66.782.874.842,00 71.305.442.717,00 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

105.216.144.949,00 107.361.335.445,00 97.043.873.316,00 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 229.010.130.000,00 258.436.412.000,00 356.270.479.000,00 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya 

26.825.167.000,00 28.908.827.095,00 14.285.856.288,00 

    

BELANJA 1.814.662.262.214,36 1.863.502.828.110,13 1.830.480.148.462,20 

     

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.064.012.361.865,16 1.122.949.019.444,00 1.179.233.499.336,00 

Belanja Pegawai 648.104.050.822,16 662.778.873.449,00 622.214.863.606,00 

Belanja Bunga 1.468.870.443,00 1.964.064.583,00 1.110.103.113,00 

Belanja Subsidi 0,00 0,00 6.597.500.000,00 

Belanja Hibah 55.764.388.000,00 50.515.064.812,00 83.830.192.000,00 

Belanja Bantuan Sosial 8.333.700.000,00 8.093.600.000,00 3.811.670.000,00 

Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa 

10.765.819.900,00 11.944.474.900,00 12.357.333.100,00 

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 
Desa dan Partai Politik 

339.575.532.700,00 387.652.941.700,00 392.584.621.600,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 56.727.215.917,00 

     

BELANJA LANGSUNG 750.649.900.349,20 740.553.808.666,13 651.246.649.126,20 

Belanja Pegawai 177.563.757.707,00 202.176.927.613,00 228.108.481.303,00 

Belanja Barang dan Jasa 263.637.636.747,20 331.305.451.674,13 269.014.726.965,20 

Belanja Modal 309.448.505.895,00 207.071.429.379,00 154.123.440.858,00 

    

SURPLUS / DEFISIT -28.751.186.984,21 -41.602.943.798,82 47.431.711.503,30 

        

PEMBIAYAAN DAERAH    

    

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 117.161.445.444,40 153.281.669.305,62 68.525.861.116,80 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

117.161.445.444,40 75.415.765.915,62 40.143.475.816,80 

Penerimaan Pinjaman Badan Layanan 
Umum Daerah 

0,00 77.865.903.390,00 28.382.385.300,00 

    

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.717.627.920,00 71.534.929.690,00 50.750.095.000,00 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah 

10.422.000.000,00 3.000.000.000,00 5.300.000.000,00 

Pembayaran Pokok Utang 2.256.548.000,00 68.534.929.690,00 45.450.095.000,00 

Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak 39.079.920,00 0,00 0,00 

    

PEMBIAYAAN NETTO 104.443.817.524,40 81.746.739.615,62 17.775.766.116,80 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Unaudited 



BAB 
IV

PEMERINTAH 
KABUPATEN REMBANG



 

 

 

 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

Pada tahun 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016-2021 dan diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016-2021. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis untuk 

mencapai Visi “ Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, 

Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manuasia, 

Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyakarat 

Dan Kewirausahaan “. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan 

hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 87,97 % yang mengalami 

penurunan 20,25 % dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan 

Nilai SAKIP dan Nilai RB yang merupakan hasil capaian dari indikator 

sasaran Mewujudkan Good Governance belum keluar hasilnya sehingga 

mempengaruhi hasil rata-rata pengukuran kinerja sasaran. Selain itu 

dengan pandemi Covid 19 ini juga berpengaruh pada capaian kinerja 

sasaran. Dari 11 (sebelas)  indikator kinerja yang mempunyai kinerja 

sangat tinggi sebesar  7 sasaran, berkinerja sedang sebanyak 1 sasaran, 

berkinerja sangat rendah sejumlah 2 sasaran dan  1 sasaran yang not 

applicable . 

Sebagai langkah untuk perbaikan akuntabilitas kinerja pada 

tahun-tahun mendatang hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut: 

1. Integrasi perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan (e-

SAKIP) 

 



 

 

 

 

2. Meningkatkan pencapaian kinerja PD dlm rangka mendukung visi 

misi Bupati 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran  

.           

         Rembang,     Maret 2021 

 

BUPATI REMBANG 

 

 

 

H. ABDUL HAFIDZ 

 

 

 



Piagam Penghargaan Sebagai “Kabupaten Sangat Inovatif”  

Innovative Government Award 2020 

 

  

  



Piagam Penghargaan “Menuju Informatif” 

dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 

  



Piagam Penghargaan JUARA II 

“Kategori Balai Penyuluhan Berprestasi”  



Piagam Penghargaan Peringkat Harapan III Kategori Kabupaten 

“Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan  

Keluarga, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga  

Berencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020” 

  



Piagam Penghargaan sebagai Terbaik III  

“Pemilihan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)  

Unggulan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020” 
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